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Rizmi Alifah Hidayah, 2021, Effect of Education Level, Income, Nationalism, 
Quality of Fiscal Services and Tax Sanctions on Land and Building Taxpayer 
Compliance (Case Study: Slarang Kidul Village, Lebaksiu District, Tegal 
Regency). 
 
Taxpayer compliance is the most important thing and is needed for smooth tax 
revenue. Likewise, in collecting land and building taxes, high compliance from 
land and building taxpayers is also required. Taxpayer compliance is a condition 
in which the taxpayer fulfills and carries out all his tax obligations. The purpose of 
this study was to determine the effect of education level, income level, 
nationalism, quality of tax service, and tax sanctions on land and building 
taxpayer compliance. 
The population in this study were taxpayers in Slarang Kidul Village, Lebaksiu 
District, Tegal Regency, which totaled 2,680 people. While the sampling 
amounted to 96 taxpayers using the slovin formula. The data in this study are 
primary data using a questionnaire that has been reviewed for validity and 
reliability.Methods of data analysis using multiple regression analysis. 
The results of multiple linear regression analysis with SPSS version 22 obtained 
the equation Y = 1.258 + 0,489X1 - 0,357X2 + 0,468X3 + 0,420X4 + 0,218X5 + ε. 
The results of the partial test (t test) show the significance value of the education 
level is 0.104, the income level is 0.138, nationalism is 0.005, the quality of tax 
service service is 0.000, and the tax penalty is 0.007. While the results of the 
determinant coefficient (R2) through the Adjusted R Square value is 53.4%. 
From the results of this study, it can be concluded that the level of education and 
income level do not have a positive effect on compliance with land and building 
taxpayers, while nationalism, quality of tax services, and tax sanctions have a 
positive effect on compliance with land and building taxpayers. 
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Rizmi Alifah Hidayah, 2021, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, 
Nasionalisme, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus : Desa Slarang 
Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).  
Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling penting dan sangat dibutuhkan 
untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak bumi dan 
bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat 
pendapatan, nasionalisme, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Desa Slarang Kidul 
Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang seluruhnya berjumlah 2.680 orang. 
Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 96 wajib pajak menggunakan rumus 
slovin. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan 
kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 22 diperoleh persamaan 
Y = 1,258 + 0,489X1 - 0,357X2 + 0,468X3 + 0,420X4 + 0,218X5 + ε. Hasil uji 
parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi dari tingkat pendidikan sebesar 
0,104, tingkat pendapatan sebesar 0,138, nasionalisme sebesar 0,005, kualitas 
pelayanan fiskus sebesar 0,000, dan sanksi pajak sebesar 0,007. Sedangkan hasil 
koefisien determinan (R2) melalui nilai Adjusted R Square adalah sebesar 53,4 %. 
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan 
tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
bumi dan bangunan, sedangkan nasionalisme, kualitas pelayanan fiskus, dan 
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 
bangunan. 
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan,  Tingkat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesiaf merupakanf negaraf dengan jumlahf pendudukf yang 
sangat fpadat. Sampai saat ini fNegara fRepublik fIndonesia terus 
fmelaksanakan fpembangunan fnasional di fsegala fbidang. fPembangunan 
nasionalf ini fdilaksanakan secara fterprogram, fmenyeluruh, dan 
berkclanjutan, demi fmewujudkan fmasyarakat yang fadil dan fmakmur. 
Dalam fmelaksanakan fpembangunan fnasional ftentunya fmemerlukan 
finvestasi dalam fjumlah yang sangat fbesar agar fkegiatan ftersebut fdapat 
fberjalan dengan flancar, fbaik yang fberasal dari fdalam maupun fluar 
negerif (Syaiful, 2016). Danaf tersebutf diperolehf pemerintahf dari 
berbagaif macamf sumberf pendapatanf yang fdimiliki oleh fsuatu fnegara, 
baikf berupaf hasilf kekayaanf alamf maupunf iuranf dari fmasyarakat. 
Sumberf pendapatanf yang berkontribusif paling besarf dalam 
penerimaanf negaraf adalah fpajak. fPajak adalah fiuran frakyat fkepada 
negaraf berdasarkanf Undang-Undangf dengan tidak fmendapatkan 
imbalanf secara flangsung sebagai fsalah fsatu fwujud fkemandirian fsuatu 
bangsaf dalam fmembiayai fkebutuhan fbelanja fnegara dan fpembangunan 
nasionalf (Arum, 2012). Melihatf bahwaf pajakf merupakan fsumber 
penerimaanf utamaf saat ini, fmaka fPemerintah fmelakukan fberbagai 





hanyaf dilakukanf Pemerintahf Pusatf tetapi fdilakukan fjuga oleh 
Pemerintahf Dacrah. Salahf satuf jenisf pajakf yang fmemiliki fperan 
dalam fmeningkatkan fpenerimaan fnegara adalah fPajak fBumi dan 
Bangunan. f 
Pajakf Bumif dan Bangunanf merupakan salahf satuf pajakf pusat 
yang fwewenangnya fdilimpahkan fkepada fdaerah. fGuna 
menyempurnakanf kebijakanf desentralisasif fiskalf dalam fmemperbaiki 
pelayananf publikf dacrah, fPemerintah fPusat fmemberlakukan fUndang-
Undangf (UU) fNomor 28 fTahun 2009 fmengenai fPajak fDaerah dan 
Retribusif Dacrah. fUndang-Undangf tersebutf menjelaskanf pengalilhan 
pengelolaanf Beaf Perolehanf Hakf atas Tanahf dan Bangunanf (BPHTB) 
dan Pajakf Bumif dan fBangunan fPerdesaan dan fPerkotaan (PBB-P2) 
dari fPemerintah fPusat ke fPemerintah fDaerah, sehingga fkegiatan 
pcndataan, fpenilaian, fpenetapan, fpengadministrasian, 
pemungutan/penagihanf dan fpelayanan akan fdiselenggarakan oleh 
Pemerintahf Dacrah. 
Pengalihanf pengelolaanf Pajakf Bumif dan fBangunan fPerdesaan 
dan fPerkotaan ke fPemerintah fDaerah fbertujuan untuk fmemberikan 
kewenanganf yang flebih fbesar dalam fperpajakan dengan fmemperluas 
basisf pajakf daerahf dan fpenetapan ftarif fpajak. fDengan fpengalihan ini, 
penerimaanf Pajakf Bumif dan fBangunan fPerdesaan dan fPerkotaan akan 
diperhitungkanf dalam pendapatanf aslif daerahf (PAD) sebagai 





Undang-Undangf No. 33 fTahun 2004 yang fmenyebutkan bahwa 
Pendapatanf Aslif Daerahf (PAD) merupakanf salahf satu fsumber 
pendapatanf daerahf yang diusahakanf langsungf oleh fPemerintah fDaerah 
yang salahf satuf sumbernyaf berasalf dari fPajakf Daerah.  
Pajakf Bumif dan Bangunanf merupakanf satu-satunyaf pajak 
propertif di fIndonesia yang fmempunyai fwajib fpajak terbesar 
dibandingkanf dengan fpajak–pajakf lainnya. Dalam fpenerapan fsistem 
pembayarannyaf punf sudahf dikelolaf oleh fPemerintah fDesa melalui 
Ketuaf RT/RWf di flingkungan fmasing-fmasing fwajib fpajak ftinggal 
dan fefisiensi fpemungutannya frendah karena fobjek fpajaknya fcukup 
banyak. fDisamping itu, fPajak fBumi dan fBangunan fmerupakan fpajak 
yang tidak fsulit dalam fpengadministrasiannya fkarena fmenggunakan 
sistemf pemungutanf officialf assessmentf systemf dimanaf jumlahf pajak 
terutangf yang harus fdibayar fditentukan oleh fpemerintah atau fpetugas 
pajak, f sehinggaf wajibf pajakf tidak perluf menghitungf jumlahf pajak 
yang harusf dibayarf (Febrianti, 2017). 
Pemungutanf pajakf bukanlahf pekerjaanf yang fmudah. fBerbagai 
upayaf yang fdilakukan fPemerintah fDaerah untuk fmemaksimalkan 
penerimaanf Pajakf Bumif dan Bangunanf tidak akan fberarti fapapun 
tanpaf peranf dan dukunganf dari fmasyarakat. Keikutsertaanf dan 
tanggungf jawabf masyarakatf dalam fpembangunan fsangatlah fpenting. 
Salahf satuf peranf masyarakatf untuk fmendukung dan fmengoptimalkan 





kepatuhanf wajibf pajak. Kepatuhanf membayarf pajakf merupakan 
masalahf polaf pikirf yang fmempengaruhi fkemauan fwajib fpajak untuk 
memenuhif dan fmelaksanakanf kewajiban fperpajakannya (Faizah, 2009). 
Penerimaanf Pajakf Bumif dan Bangunanf dari tahunf ke ftahun 
terusf meningkatf seiringf dengan fberkembangnyav jumlah 
penduduk/wajibf pajakf dan fmeningkatnya fjumlah fbangunan di 
Indonesia. Meskipunf memilikif nilai penerimaanf yang frelatif fkecil 
dibandingkanf dengan fpajak flainnya, ftetapi fPajak fBumi dan fBangunan 
ini mempunyaif dampakf yang fluas, fsebab fhasil fpenerimaannya 
dikembalikanf untuk fpembangunan fdaerah yang fbersangkutan untuk dan 
meningkatkanf kemampuanf daerahf dalam fmembiayai fkebutuhan 
daerahnyaf sendirif (Syaiful, 2016). Dengan fmengoptimalkan 
penerimaanf Pajakf Bumif dan Bangunanf sektorf Perdesaanf dan 
Perkotaan, fdiharapkan fPemerintah fDaerah fmampu fberbuat fbanyak 
untuk fkepentingan fmasyarakat dan fmenyukseskan fpembangunan. 
Fenomenaf yang terjadif saatf ini di fDesa fSlarang fKidul 
Kecamatanf Lebaksiuf Kabupatenf Tegalf adalah fDesa fSlarang fKidul 
Kecamatanf Lebaksiuf Kabupatenf Tegalf merupakanf objekf dan fsubjek 
pajakf dalam fPajak fBumi dan fBangunan, tetapi fkesadaran fmasyarakat 
dalam fmemenuhi fkewajiban fmembayar fpajak fsesuai dengan fwaktu 
jatuhf tempof masih fkurang. Meskipunf penghitunganf Pajakf Bumif dan 
Bangunanf dilakukanf secaraf officialf asessmentf systemf dan fnominal 





yang fmenyepelekan fwaktu fjatuh ftempo fpembayaran ftersebut dan 
terlihatf malasf serta fenggan fmembayar fapabila fada fpetugas fmenagih 
pajakf langsungf ke frumah fwajib fpajak. fHal fini fmembuat fpihak 
fiskusf terutamaf petugasf pajakf harusf bekerjaf lebih fkeras dalam 
melakukanf penagihanf kepadaf wajibf pajak.  
Tabel 1.1 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Desa Slarang Kidul 
Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2018-2020 
 
Tahun 










2018 2.668 105.317.404 2.354 92.921.546 88,23 
2019 2.677 115.857.163 2.299 99.509.717 85,89 
2020 2.680 117.674.484 2.509 110.166.852 93,62 
Sumberf : fKantor fDesa fSlarang fKidul, 2021 
Berdasarkanf tabelf di atas, fpenerimaan fPajak fBumi dan 
Bangunanf di fDesa fSlarang fKidul pada ftahun 2018-2020 fmasih fbelum 
mencapaif targetf untuk fdisetorkan pada fsaat fjatuh ftempo. Half ini 
mendorongf Pemerintahf Desaf mengambilf kebijakanf untuk 
berpartisipasif aktiff dalam fmembantu fmasyarakat dengan fmenutup 
penyetoranf pembayaranf terlebihf dahuluf agarf targetf pajakf dapat 
terpenuhif sambil menungguf wajibf pajakf melunasif pajakf terutangnya 
demif lancarnyaf penerimaanf pajakf tersebut. 
Terlambatnyaf penerimaanf Pajakf Bumif dan fBangunan 





menghambatf kelancaranf pelaksanaanf pembangunanf, maka fkepatuhan 
wajibf pajakf dalam fmembayar fPajak fBumi dan fBangunan fharus 
dipacuf dan fditingkatkan (Parera, 2017). Banyakf faktorf yang 
mempengaruhif kepatuhanf wajibf pajakf dalam fmembayar fPajak fBumi 
dan fBangunan, fdiantaranya ffaktor ftingkat fpendidikan, fpendapatan, 
nasionalisme, fkualitas fpelayanan ffiskus dan fsanksi fpajak. 
Salahf satuf faktorf penyebabf rendahnyaf moralf terhadap fpajak 
adalah fpendidikan.  fKurangnya fpemahaman dan fkesadaran tentang 
pentingnyaf membayarf pajakf merupakanf aspekf yang fperlu 
disosialisasikanf kepada fmasyarakat agar fnantinya fkepatuhan fdapat 
terwujud. Alatf yang fefektif untuk fmemperoleh fhal ftersebut adalah 
dengan fmelalui fsekolah dan fperguruan ftinggi (Agustina, 2016). fDunia 
pendidikanf merupakanf tempatf yang ftepat untuk fmemperkenalkan 
pengetahuanf dan pemahamanf tentang fpajak fsehingga fkesadaran dan 
kepatuhanf membayarf pajakf dapat ftertanam fsejak fdini (Putri, 2015). 
Wajibf pajakf yang fberpendidikan dan fmemperoleh fpengetahuan 
pemahamanf pajakf akanf lebihf patuhf dalam fmemenuhi fkewajiban 
pajaknyaf daripadaf wajibf pajakf yang fkurang fmemperoleh finformasi 
karenaf kurangnyaf pendidikanf yang fdidapat. 
Faktorf ekonomif merupakanf half yang fsangat ffundamental 
dalam half melaksanakanf kcwajiban. Masyarakatf yang fberpendapatan 
rendahf atau miskinf akan fmenemukan fkesulitan untuk fmembayar pajak. 





sebuahf bebanf dan biayaf yang harusf ditanggungf dalam fkegiatan 
ekonominya. Oleh fkarena itu, fmasyarakat akan lebih fcenderung untuk 
memenuhif kebutuhanf pokoknyaf terlebihf dahulu (Haswidar, 2016). 
Nasionalismef jugaf merupakanf faktorf yang tak fkalah fpenting 
dalam fmempengaruhi fkepatuhan fmembayar fpajak. fWajib fpajak yang 
memilikif rasaf nasionalismef tinggif akan ftimbul fkesadaran dan frasa 
tanggungjawabf untuk fmembangun dan fmemajukan fbangsa dan 
negaranyaf sehingga fwajib fpajak akan fmelaksanakan fkewajiban 
perpajakannyaf dengan fsendirinya serta fdapat fmeningkatkan fkepatuhan 
wajibf pajakf itu sendirif dalam fmembayar fPajak fBumi dan fBangunan 
(Purnamasari, 2017). 
Di fsisi flain, ffaktor fkualitas fpelayanan ffiskus juga fmenentukan 
tingkatf kepatuhanf wajibf pajakf dalam fmemenuhi fkewajibannya. 
Kualitasf pelayananf didefinisikanf sebagai fpersepsi fseluruh fwajib 
pajakf atau fpenilaian fwajib fpajak dari ftingkat fadministrasi (Mustapha, 
2014). Paraf wajibf pajakf akan patuhf dalam fmemenuhi fkewajiban 
perpajakannyaf tergantungf bagaimanaf petugasf pajakf mernberikan 
mutuf pelayananf terbaikf kepadaf wajibf pajak. Oleh fkarena itu, faparat 
pajakf harus fsenantiasa fmelakukan fperbaikan fkualitas fpelayanan 
merekaf dengan ftujuan agar fdapat fmeningkatkan fkepatuhan fwajib 
pajakf dengan fmenempatkan fmasyarakat sebagai fpelanggan yang fharus 





Sanksif merupakanf salahf satuf faktorf penentuf kepatuhanf dari 
wajibf pajak. Orangf akan fmenaati fperaturan jika telah fditerapkan 
sanksi, karenaf merekaf akan fberfikir bahwa fsanksi fhanya akan 
merugikanf merekaf (Jatmiko, 2006). Dalam fhal fmengatasi 
ketidakpatuhanf dari fwajib fpajak fdiperlukan ftindakan yang ftegas, 
salahf satuf tindakanf tersebutf adalahf melaluif pemberianf sanksif kepada 
wajibf pajakf yang ftidak fpatuh. Sanksif perpajakanf pada fdasarnya 
dimaksudf agar fmasyarakat fpatuh dan fmau fmelunasi futang fpajaknya 
dengan baikf dan fbenar, fsehingga fwajib fpajak yang ftingkat 
kepatuhannyaf rendah, fdiharapkan akan fberkurang dengan fdiberikan 
sanksif perpajakanf (Fitriyeni, 2016). 
Berdasarkanf latarf belakangf masalahf diatas maka fpeneliti 
tertarikf melakukanf penelitianf dengan judulf “Pengaruhf Tingkat 
Pcndidikan, fPendapatan, fNasionalisme, fKualitas fPelayanan fFiskus dan 
Sanksif Pajakf Terhadapf Kepatuhanf Wajibf Pajakf Bumif dan fBangunan 
(Studif Kasusf : fDesa fSlarang fKidul fKecamatan fLebaksiu fKabupaten 
Tegal)”. 
 
B. Rumusanf Masalahf 
Berdasarkanf uraianf latarf belakangf yang telah fdijelaskan di atas, 
maka frumusan fmasalah dalam fpenelitian ini adalah fsebagai fberikut : 
1. Apakahf tingkatf pendidikanf berpengaruhf positiff terhadap fkepatuhan 





2. Apakahf tingkatf pendapatanf berpengaruhf positiff terhadap fkepatuhan 
wajibf pajakf bumif dan fbangunan? 
3. Apakahf nasionalismef berpengaruhf positiff terhadapv kepatuhan fwajib 
pajakf bumif dan fbangunan? 
4. Apakahf kualitasf pelayananf fiskusf berpengaruhf positiff terhadap 
kepatuhanf wajibf pajakf bumif dan fbangunan? 
5. Apakahf sanksif pajakf berpengaruhf positiff terhadap fkepatuhan fwajib 
pajakf bumif dan fbangunan? 
 
C. Tujuanf Penelitianf 
Berdasarkanf perumusanf masalahf di atas maka ftujuan dari 
penelitianf ini adalah fsebagai fberikut : 
1. Untuk fmengetahui ftingkat fpendidikan fberpengaruh fpositif terhadap 
kepatuhanf wajibf pajakf bumif dan fbangunan. 
2. Untuk fmengetahui ftingkat fpendapatan fberpengaruh fpositif fterhadap 
kepatuhanf wajibf pajakf bumif dan fbangunan. 
3. Untukf mengetahuif nasionalismef berpengaruhf positiff terhadap 
kepatuhanf wajibf pajakf bumif dan fbangunan. 
4. Untuk fmengetahui fkualitas fpelayanan ffiskus fberpengaruh fpositif 
terhadapf kepatuhanf wajibf pajakf bumif dan fbangunan. 
5. Untuk mengetahuif sanksif pajakf berpengaruhf positiff terhadap 






D. Manfaat Penelitianf 
Penelitianf inif diharapkanf dapat fmemberikan fbeberapa fmanfaat 
sebagaif berikuft : 
1. Aspek Teoritisf 
a. Bagi Penelitif 
Hasilf penelitianf ini fdiharapkan fdapat fmenambah 
pengetahuanf dan fpemahaman tentang fperpajakan fkhususnya yang 
menyangkutf tentang Pajakf Bumif dan fBangunan serta sebagai 
upayaf untuk fmelatih fberfikir secara filmiah dan fmenerapkan 
ilmuf pengetahuanf yang fdiperoleh selama fperkuliahan dengan 
praktikf yang fada. 
b. Bagi Pihak Akademisif 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  
salahf satuf sumberf pengetahuanf atau bahanf informasif dan 
pengembanganf untuk penelitianf selanjutnyaf terutamaf untuk fhal 
yang berkaitanf dengan fPajak fBumi dan fBangunan. 
2. Aspek Praktisf 
Penelitianf ini diharapkanf dapat memberikanf informasif dan 
evaluasif serta fbahan fmasukan yang dapat fdipertimbangkan oleh 
Pemerintahf Desaf atau Pemerintahf Daerahf  mengenaif tindakanf atau 
kebijakanf yang dapat fdiambil fterkait fpengaruh ftingkat fpendidikan, 
pendapatan, fnasionalisme, fkualitas fpelayanan ffiskus dan fsanksi 





meningkatkanf penerimaanf Pajakf Bumif dan Bangunanf terutamaf pada 








A. Landasan Teoriq 
1. Pajakq 
a. Pengertianq Pajakq 
qBerdasarkan qUndang-Undangq Nomorq 16 qTahun 2009, 
“Pajakq adalah qkontribusi qwajib qkepada qnegara yang qterutang 
oleh qorang qpribadi atau qbadan yang qbersifat qmemaksa 
bcrdasarkan qUndang-Undang, dengan tidak qmendapatkan qtimbal 
balikq secara qlangsung dan qdigunakan untuk qkeperluan qnegara 
bagi qsebesar-besarnyaq kemakmuranq rakyat”. 
Pajakq adalah qiuran qmasyarakat qkepada qnegara (yang 
dapat qdipaksakan) yang qterutang oleh yang qwajib qmembayarnya 
menurutq pcraturan-peraturanq dengan tidak qmendapat qprestasi 
kembali, yang qlangsung dapat qditunjuk, dan yang qgunanya adalah 
untuk qmembiayai qpengeluaran-pengeluaranq umumq bcrhubungan 
dengan qtugas qpemerintahan (Waluyo, 2017). 
Menurutq Resmiq (2017) pajakq adalah qperalihan 
kekayaanq dari qpihak qrakyat kepada qkas qnegara untuk 
membiayaiq pengeluaranq rutinq “surplus’-nyaq digunakanq untuk 
publicq savingq yang qmerupakan qsumber qutama untuk 






Kesimpulanq dari beberapaq pengertianq di atas tentang 
pajakq adalah iuranq wajibq yangv dipungut oleh qnegara qbaik 
pemerintahq pusatq maupun qpemerintah qdaerah dalam qperiode 
tertentuq bcrdasarkan qUndang-Undangq dengan tidak 
mendapatkanq imbalanq secara qlangsung yang qbersifat qmemaksa 
dan dapatq dikenakanq sanksiq apabila tidak qmemenuhi qkewajiban 
gunaq membiayaiq keperluanq umumq pemerintahq dalam qrangka 
mewujudkanq kcmakmuran qrakyat. 
b. Fungsiq Pajakq 
Pajakq merupakan qsumber qpenerimaan qnegara yang 
mempunyaiq perananq pentingq dalam qkehidupan qbernegara, 
khususnyaq dalam qpelaksanaan qpembangunan. qMenurut qResmi 
(2011) terdapatq duaq macamq fungsiq paja), qyaitu : 
1) Fungsiq Penerimaanq (Budgetair) 
Pajakq merupakan qsalah qsatu qsumber qpenerimaan 
pemerintahq untuk qmembiayai qpengeluaran qbaik qrutin 
maupun qpembangunan. 
2) Fungsiq Mengaturq (Regularend) 
Pajakq sebagai qalat untuk qmengatur atau 
melaksanakanq kebijakanq pemerintahq dalam qbidang qsosial 
dan qekonomi, serta qmencapai qtujuan-tujuanq tertentuq di 






Dalam qpemungutannya, qpajak dapat qdibagi qmenjadi 
tigaq sistemq (Mardiasmo, 2011) sebagai qberikut : 
1) Official Assessment System 
Sistemq pemungutanq pajakq ini qmemberikan 
wewenangq sepenuhnyaq untuk qmenghitung dan qmemungut 
pajakq terutangq setiap qtahunnya kepada qpetugas qperpajakan, 
dengan qkata qlain qpetugas qperpajakan qmemiliki qperanan 
dominanq dalam qpemungutan qpajak. Jadi, qpetugas 
perpajakanq sangat qberpengaruh dalam qkeberhasilan atau 
tidaknyaq pelaksanaanq pcmungutan qpajak. 
2) Self Assessment System 
Sistemq pemungutanq pajakq ini qmemberikan 
kepercayaanq Wajibq Pajakq dalam qmenghitung, 
mempcrhitungkan, qmembayar, qmelaporkan dan 
mernpertanggung qjawabkan qsendiri atas qpajak qterutangnya. 
Semakinq besarq kesadaranq diriq wajibq pajakq terhadap 
pajak, maka qsemakin qbesar qkeberhasilan qpelaksanaan 
pemungutan pajak. 
3) With Holding System 
Withq Holdingq Systemq merupakan qsistem 
pemungutanq pajakq dimanaq pihakq ketigaq berwenang dalam 





terutangq oleh qwajib qpajak. Pihakq ketigaq yang qdimaksud 
bukanlahq petugasq pajakq maupun qwajibq pajak. 
2. Pajak Burni dan Bangunanq 
a. Pengertian Pajak Burni dan Bangunanq  
Menurut qUndang-Undangq No. 12 qTahun 1985 tentang 
Pajakq Bumiq dan qBangunan qsebagaimana telah qdiubah dengan 
Undang-Undangq No. 12 qTahun 1994 bahwa qpengertian qPajak 
Bumiq dan Bangunanq adalah qpajak qnegara yang qdikenakan 
terhadap qbumi dan atau qbangunan. Yang qdimaksud qbumi adalah 
permukaanq bumiq dan qtubuh qbumi yang ada qdibawahnya, 
sedangkan qbangunan adalah qkonstruksi qteknik yang qditanam 
atau qdilekatkan secara qtetap pada qtanah dan/atau qperairan. 
Pajakq Bumiq dan qBangunan qPerdesaan dan qPerkotaan 
adalah qpajak atas qbumi dan/atau qbangunan yang qdimiliki, 
dikuasai, dan atau qdimanfaatkan oleh qorang qpribadi atau qbadan, 
kecualiq kawasanq yang qdigunakan untuk qkegiatan qusaha 
perkcbunan, qperhutanan, dan qpertambangan (Undang-qUndang 
No. 28 qTahun 2009). 
Jadi, qPajak qBumi dan qBangunan adalah qpungutan atas 
tanahq dan qbangunan yang qmuncul karena qadanya qkeuntungan 
dan/atau qkedudukan qsosial qekonomi bagi qseseorang atau qbadan 






b. ObjekqdanqSubjekqPajak Burni dan Bangunanq 
Secara qsederhana, qobjek qpajak merupakan qsesuatu yang 
dikenakanq pajak, sedangkan qsubjek qpajak merupakan 
peroranganq atau qbadan yang qditetapkan sebagai qsubjek qpajak. 
Setiapq subjekq pajakq pasti qmempunyai qobjek qpajak. 
Sementaraq orangq atau qbadan yang qmempunyai qkewajiban 
pajakq disebutq wajibq pajak. 
1) Objek Pajak Burni dan Bangunanq 
Menurutq Mardiasmoq (2016) qobjek qPajak qBumi dan 
Bangunanq adalah qbumi dan/atau qbangunan. qPermukaan 
bumiq meliputi qtanah dan qperairan qperdalaman serta qlaut 
wilayahq Indonesia. Termasukq dalam qpengertian qbangunan 
(Tjahjono, 2005) adalah : 
a) Jalanq lingkunganq dalam yang qterletak dalam qsuatu 
kompleksq bangunanq seperti qhotel, qpabrik, dan 
emplasemennyaq dan qlain-lain yang qmerupakan qsatu 
kesatuanq dengan qkompleks qbangunan qtersebut 
b) Jalan TOL 
c) Kolarn renangq 
d) Pagar mewahq 
e) Ternpat olahragaq 
f) Galanganq kapal, dermagaq 





h) Tempatq penarnpungan/kilangq rninyak, qair dan qgas, 
pipaq minyakq 
i) Fasilitasq lainq yang qmemberikanq manfaat 
Objekq Pajakq yang tidak qdikenakan qPajak qBumi dan 
Bangunanq menurutq Undang-Undangq No. 12 qTahun 1985 
sebagaimanaq telah qdiubah dengan qUndang-Undangq No. 12 
Tahunq 1994 adalah qobjek qpajak yang : 
a) Digunakanq sernata-mataq untuk qmelayani qkepentingan 
umumq di qbidang qibadah, qsosial, qkesehatan, 
pendidikanq dan qkebudayaan qnasional, yang tidak 
dimaksudkanq untuk qmemperoleh qkeuntungan 
b) Digunakanq untuk qkuburan, qpeninggalan qpurbakala, atau 
yang qsejenis dengan itu 
c) Merupakanq hutanq lindung, qhutan qsuaka qalam, qhutan 
wisata, qtaman qnasional, qtanah qpenggembalaan yang 
dikuasaiq oleh qdesa, dan qtanah qnegara yang qbelum 
dibebaniq suatuq hakq 
d) Digunakanq oleh qperwakilan qdiplomatik, qkonsulat 
berdasarkanq asasq perlakuanq timbalq balikq 
e) Digunakanq oleh qbadan atau qperwakilan qorganisasi 
internasionalq yang qditentukan oleh qMenteri qKeuangan. 
Sedangkanq objekq pajakq yang qdigunakan oleh 





pengenaanq pajaknyaq diaturq lebih qlanjut dengan qPeraturan 
Pernerintah. 
2) Subjek Pajak Burni dan Bangunanq 
Subjekq Pajakq Bumiq dan qBangunan adalah qorang 
atau qbadan yang qsecara qnyata qmempunyai qsuatu qhak 
atasq burni, dan/atauq memperolehq manfaatq atas qbumi, 
dan/atau qmemiliki, qmenguasai, dan/atau qmemperoleh 
manfaatq atas qbangunan (Markus, 2005). qSubjek qpajak 
inilahq yang qdikenakan qkewajiban qmembayar qpajak 
menjadiq wajibq pajakq rnenurut qUndang-Undang. 
c. Dasar Pengenaan dan Cara rnenghitung Pajak Burni dan Bangunan 
Menurutq Mardiasmoq (2011), dasarq pengenaanq pajak 
adalah qNilai qJual qObyek qPajak (NJOP). Nilaiq Jualq Objek 
Pajakq adalah qharga qrata-rataq yang qdiperoleh dari qtransaksi 
jualq beliq yang qterjadi qsecara qwajar, dan qbilamana tidak 
terdapatq transaksiq jualq beli, qNilai qJual qObjek qPajak (NJOP) 
ditentukanq melalui qperbandingan qharga dengan qobjek qlain yang 
sejenis, atau qnilai qperolehan qbaru, atau qNilai qJual qObjek Pajak 
pcngganti. Besarnyaq Nilaiq Jualq Obyekq Pajakq (NJOP) 
ditetapkanq setiap qtiga qtahun oleh qKepala qDaerah, qkecuali 
untuk qobyek qpajak qtertentu dapat qditetapkan setiap qtahun 





qUndang-Undangq No. 28 qTahun 2009 tentang qPajak 
Daerahq dan qRetribusi qDaerah, qmenyebutkan bahwa qNilai qJual 
Objekq Pajakq Tidakq Kenaq Pajakq (NJOPTKP) qditetapkan paling 
rendahq sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
tinggiq sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) 
untuk qsetiap qwajib qpajak. Nilaiq Jualq Objekq Pajakq Tidak 
Kenaq Pajakq (NJOPTKP) merupakan qbatasan qNilai qJual qObjek 
Pajakq (NJOP) atas qbumi qdan/atauq bangunanq yang tidak qkena 
pajak. qPenyesuaian qbesarnya qNilai qJual qObjek qPajak Tidak 
Kenaq Pajakq (NJOPTKP) ditetapkanq dengan qPeraturan qDaerah. 
Setiapq wajibq pajakq memperolehq penguranganq Nilai 
Jualq Objekq Pajakq Tidak qKena qPajak (NJOPTKP) sebanyak 
satuq kaliq dalam qsatu qtahun qpajak. Apabilaq wajibq pajak 
mempunyaiq beberapaq objekq pajakq maka yang qmendapatkan 
penguranganq Nilaiq Jualq Objekq Pajakq Tidakq Kenaq Pajak 
(NJOPTKP) hanyaq satuq objekq pajakq yang qnilainya qterbesar 
dan tidak dapat disatukanq dengan qobjek qpajak qlainnya (Muliza, 
2013). 
Dasarq penghitunganq pajakq adalah qNilai qJual qKena 
Pajakq (NJKP) yang qditetapkan qserendah-rendahnyaq 20% (dua 
puluh persen) dan qsetinggi-tingginyaq 100% (seratus persen) dari 
Nilaiq Jualq Obyekq Pajakq Kenaq Pajakq (NJOPKP). qBesarnya 





Peraturanq Pemerintahq dengan qmemperhatikan qkondisi qekonomi 
nasional. qPeraturan qPemerintah No. 25 qTahun 2002 qmenetapkan 
Nilaiq Jualq Kenaq Pajakq (NJKP) qsebagai qberikut : 
1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari qNilai qJual qObjek 
Pajakq Kenaq Pajakq (NJOPKP) untuk :  
a) Objekq pajakq perkebunanq 
b) Objekq pajakq kehutananq 
c) Objek qpajakq pertambanganq  
2) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari qNilai qJual qObjek 
Pajakq Kenaq Pajakq (NJOPKP) untuk qobjek qpajak qlainnya 
yang tidak qtermasuk qketentuan di atas (Objek Pajak 
perurnahan/perdesaanq dan qperkotaan yang qwajib qpajaknya 
adalah qorang qpribadi) qapabila qNilai qJual qObjek qPajak 
(NJOP) Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih 
dan sebesar 20% (dua qpuluh qpersen) apabila qNilai qJual 
Objekq Pajaknyaq (NJOP) kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 
(satu qmilyar qrupiah).  
Besarnyaq Pajakq Bumiq dan qBangunan yang qterhutang 
menurut qUndang-Undangq No. 12 qTahun 1985 qsebagaimana 
telah qdiubah dengan qUndang-Undangq No. 12 qTahun 1994 
adalah dihitungq dengan qcara qmengalikan qtarif qpajak dengan 






PBB =  Tarif  x NJKP 
=  0,5% x (AV x NJOPKP) 
   =  0,5% x (AV x (NJOP – NJOPTKP)) 
Berbedaq dengan qUndang-Undangq No. 28 qTahun 2009 
tentang qPajak qDaerah dan qRetribusi qDaerah yang qmenyatakan 
bahwa qbesarnya qPajak qBumi dan qBangunan yang qterhutang 
dihitungq dengan qcara qmengalikan qtarif qpajak dengan qdasar 
pengenaanq pajak. Dalam qhal ini qNilai qJual qKena qPajak 
(NJKP) tidak dipergunakanq dalam qperhitungan qPajak qBumi dan 
Bangunan. Rumusq perhitungannyaq adalah qsebagai qberikut : 
PBB =  Tarif  x DPP 
=  0,3% (maksimal)  x NJOPKP 
=  0,3% (maksimal) x (NJOP – NJOPTKP) 
Tarifq Pajakq Bumiq dan qBangunan qberdasarkan qUndang-
Undangq No. 12 qTahun 1985 qsebagaimana telah qdiubah dengan 
Undang-Undangq No. 12 qTahun 1994 adalah qsebesar 0,5% (nol 
komaq limaq persen). Sedangkan qUndang-Undangq No. 28 qTahun 
2009 tentang qPajak qDaerah dan qRetribusi qDaerah qmenetapkan 
bahwa qtarif qPajak qBumi dan qBangunan qPerdesaan dan 
Perkotaanq yang dikenakanq atas qobyek qpajak adalah qbervariasi 
dan disesuaikanq dengan qkebijakan qdaerah qmasing-masing, 





3. Kepatuhan Wajib Pajakq 
Secaraq garisq besarq teoriq tentang qkepatuhan qwajib qpajak 
dapatq digolongkanq dalam qteori qpaksaan dan qteori qkonsensus. 
Menurutq teoriq paksaan, qorang akan qmematuhi qhukum karena 
adanyaq unsurq paksaaanq dari qkekuasaan yang bersifatq legalq dari 
penguasa. qSedangkan qmenurut qteori qkonsensus, qdasar qketaatan 
hukumq terletakq padaq penerimaanq masyarakatq terhadap qsistem 
bukuq yaitu sebagai qlegalitas qhukum. Kepatuhanq adalah qmotivasi 
seseorangq kelompokq atau qorganisasi untuk qberbuat atau tidak 
berbuatq sesuatuq sesuaiq dengan qaturan yang telah qditetapkan. 
Perilakuq kepatuhanq seseorangq merupakanq intraksiq antara qperilaku 
individu, qkelompok dan qorganisasi (Purbo, 2012). 
Pengertianq kepatuhanq wajibq pajakq menurutq Chaizi 
Nasuchaq yang dikutipq oleh Rahayuq (2010), menyatakanq bahwa 
kepatuhanq wajibq pajakq dapat didefinisikanq dariq: 
a. Kewajibanq Wajibq Pajakq dalam qmendaftarkan qdiri. 
b. Kepatuhanq untuk qmenyetorkan qkembali qSurat qPemberitahuan. 
c. Kepatuhanq dalam qperhitungan dan qpembayaran qpajak qterutang. 
d. Kepatuhanq dalam qpembayaran qtunggakan. 
Sedangkanq menurutq Tiraadaq (2013), Kepatuhanq Wajib 
Pajakq merupakan qpemenuhan qkewajiban qperpajakan yang 
dilakukanq oleh qpembayar qpajak dalam qrangka qmemberikan 





pemenuhannyaq dilakukanq secara qsukarela. Sehingga qKepatuhan 
Wajibq Pajakq berarti qsifat qpatuh dan qtaat dari qwajib qpajak kepada 
peraturanq yang ada yaitu dalam halq mernbayar qpajak. 
Jadi, qdapat ditarikq kesimpulanq bahwa qpengertian qkepatuhan 
wajibq pajakq adalah qketaatan qwajib qpajak dalam qmemenuhi dan 
melaksanakanq kewajibanq perpajakannyaq sesuai dengan qketentuan 
pcrundang-undanganq perpajakanq yang qberlaku. qKepatuhan qwajib 
pajakq menciptakanq keharmonisanq antara qwajib qpajak dan qpetugas 
pajak. Jika qwajib qpajak qpatuh dalam qmembayar qpajak maka 
petugasq pajakq akan lebih qmudah qmencapai qtarget qpenerimaan 
pajakq gunav meningkatkan qpendapatan qnegara. 
Menurutq Nurmantuq (2010) dijelaskanq bahwa terdapat dua 
macamq kepatuhanq yaitu : 
a. Kepatuhanq Formalq 
Kepatuhanq formalq adalah qsuatu qkeadaan qdimana qwajib 
pajakq memenuhiq kewajibanq perpajakanq secara qformal qsesuai 
dengan qketentuan dalam qUndang-Undangq Pcrpajakan. Dalam 
halq ini kepatuhanq formalq meliputiq : 
1) Wajibq Pajakq membayarq pajakq dengan qtepat qwaktu. 
2) Wajibq Pajakq membayarq pajakq dengan qtepat qjumlah. 







b. Kepatuhanq Materialq 
Kepatuhanq materialq adalah dimanaq suatuq keadaan 
dimanaq wajibq pajakq secara qsubtansi/hakekatq mernenuhi 
semuaq ketentuanq pcrpajakan, yakni sesuaiq dengan qisi dan qjiwa 
Undang-Undangq Pcrpajakan. Pengertianq kepatuhanq materiil 
dalam halq iniq adalah : 
1) Wajibq pajakq bersediaq melaporkanq informasiq tentang 
pajakq apabilaq petugasq membutuhkanq informasiq 
2) Wajibq pajakq bersikapq kooperatifq (tidak qmenyusahkan) 
petugasq pajakq dalam qpelaksanaan qproses qadministrasi 
pcrpajakan. 
3) Wajibq pajakq berkeyakinanq bahwaq mclaksanakan 
kewajibanq perpajakanq merupakan qtindakan sebagai qwarga 
negaraq yang qbaik. 
4. Tingkatq Pendidikanq 
Tingkatq pendidikanq merupakanq pengetahuanq dari qwajib 
pajakq sebagai qsalah qsatu qfaktor dalam qkepatuhan qterkait dengan 
kemampuanq pembayarq pajakq untuk qmemahami qperaturan 
pcrpajakan, dan qkesediaan qwajib qpajak untuk qmematuhi qkewajiban 
perpajakanq (Nzioki & Peter, 2014). Maknaq pendidikanq dalam qarti 
agakq luasq pendidikanq dapat diartikanq sebagai sebuahqproses dengan 





pemahamanq dan qcara bertingkahlakuq yang qsesuai dengan 
kebutuhanq (Syah, 2010). 
qUndang-Undangq No. 20 qTahun 2003 qtentang qSistem 
Pendidikanq Nasional, qmenyatakan bahwa qpendidikan adalah qusaha 
sadarq dan qterencana untuk qmewujudkan qsuasana qbelajar dan 
prosesq pembelajaranq agar qpeserta qdidik secara qaktif 
mengembangkanq potensiq dirinyaq untuk qmemiiiki qkekuatan 
spiritualq keagamaan, qpengendalian qdiri, qkepribadian, qkecerdasan, 
akhlakq mulia, serta qketrampilan yang qdiperlukan qdirinya, 
rnasyarakat, qbangsa dan qnegara. Indikatorq tingkatq pendidikan adalah 
jenjang qpendidikan, yaitu qmeliputi : 
a. Pendidikanq Dasarq 
Pendidikanq dasarq merupakan qjenjang qpendidikan yang 
melandasiq jenjangq pendidikanq rnenengah. 
b. Pendidikanq Menengahq 
Pendidikanq menengahq merupakan qlanjutan qpendidikan 
dasar, qpendidikan qmenengah qterdiri atas qpendidikan qmenengah 
umumq dan qpendidikan qmenengah qkejuruan. 
c. Pendidikanq Tinggiq 
Pendidikanq tinggiq merupakan qjenjang qpendidikan setelah 
pendidikanq menengahq yang qmencakup qprogram qpendidikan 
Diplorna, qSarjana, qMagister, dan qDoktor yang qdiselenggarakan 





Melaluiq pendidikanq sebagaiq prosesq budayaq akan qtumbuh 
dan qberkembang qnilai-nilaiq dasarq yang qharus qdimiliki oleh qsetiap 
manusiaq seperti qkelakuan, qkeimanan, qdisiplin, qakhlak, dan qetos 
kerjaq serta qnilai-nilaiq instrumenq seperti qpenguasaan qiptek dan 
kemampuanq berkomunikasiq yang merupakan qunsur qpembentuk 
kemajuanq dan qkemandirian qbangsa (Subri, 2003). qTingkat 
pendidikanq masyarakatq yang qsemakin qtinggi akan qmenyebabkan 
wajibq pajakq lebih qmudah qmemahami qketentuan dan qperaturan 
pcrundang-undanganq yang qberlaku, qSedangkan qtingkat qpendidikan 
masyarakatq yang qrendah akan qberpeluang menjadi qwajib qpajak 
yang qenggan qmelaksanakan qkewajiban qperpajakan karena 
kurangnyaq pemahamanq merekaq tentang qsistem qperpajakan yang 
diterapkanq (Darmawan, 2015).  
5. Tingkatq Pendapatanq 
Menurutq Persyaratanq Standarq Akuntansiq Keuanganq (PSAK) 
Nomorq 23 Tahunq 2009, pendapatanq adalah qpenghasilan yang 
timbulq dari aktivitasq perusahaanq yang biasaq dan qdikenal dengan 
sebutanq yang qberbeda seperti qpenjualan, qpenghasilan qjasa (fees), 
bunga, qdeviden, qroyalti, dan qsewa. 
Pendapatanq wajibq pajakq adalah qpenghasilan yang qdiperoleh 
wajibq pajakq dari qbekerja dan qakhir qbulan qmendapat qgaji. 
Kemampuanq wajibq pajakq dalam qmemenuhi qkewajiban qpajak 





dipertimbangkanq dalam qpemungutan qpajak adalah qbesarnya 
penghasilanq (Dewi, 2017). 
Pemungutanq pajakq perluq memperhatikanq kemampuanq wajib 
pajakq dalam qmembayar qpajak, kemampuanq membayarq itu qsendiri 
dipengaruhiq oleh qtingkat qpendapatan, oleh qkarena itu qpajak qharus 
dipungutq pada saatq yang tepatq yaitu pada qsaat qwajib qpajak 
mernpunyai quang. Pendapatanq menurutq Isawatiq (2016) adalah 
tanggunganq jumlahq uangq atau qnilai yang qselama qtahun qtakwim 
yang diperolehq seseorangq dari : 
a. Usahaq dan qtenaga 
b. Barangq tak qbergerak 
c. Hartaq bergerakq 
d. Hakq atas qpembayaran qberkala dan, 
e. Tambahanq hartaq yang qternyata dalam qtahun qtakwin qkecuali 
jika halq sebaliknyaq dibuktikanq oleh qwajib qpajak. 
6. Nasionalismeq 
Menurutq Rahmawatiq (2013) nasionalismeq adalah qsuatu 
sikapq yang qmementingkan qkebangsaan di atas qsegalanya, atau 
dengan kataq lainq seseorangq yang qmemiliki qrasa qnasionalisme yang 
tinggiq akan lebih qmemahami dan qmenghargai qnilai-nilai 
kebangsaanq dan qmemiliki qsemangat qkebangsaan yang qtinggi. 
Hertzq dalam qSalsabila (2018) qmengemukakan bahwa qterdapat 





mencapaiq kesatuan, qkeinginan untuk qmendapatkan qkemerdekaan, 
keinginanq dalam qmencapai qkeaslian, dan yang qterakhir adalah 
adanyaq hasratq dalam qmencapai qkehormatan qsebuah qbangsa. 
Sementaraq itu, L. qStoddard dalam qYatim (2001) qberpendapat 
bahwa qnasionalisme adalah qsuatu qkepercayaan yang qdimiliki oleh 
sebagianq terbesarq individuq dimanaq merekaq menyatakanq rasa 
kebanggaanq sebagai qperasaan qmemiliki secara qbersama di dalam 
suatuq bangsaq yang merupakanq sumberq dari qsemua qtenaga 
kebudayaanq kreatifq dan qkesejahteraan qekonomi. 
Nasionalismeq sangatlahq dibutuhkanq dalam qperpajakan, 
karenaq pajakq sendiriq merupakan qiuran qwajib yang qsifatnya 
memaksaq dimanaq yang qmemberikan qpajak tidak qmerasakan 
manfaatq dari qpajak secara qlangsung, qkarena qpajak qdigunakan 
untukv kepentingan qumum. Oleh qkarena itu, diharapkanq rasa 
nasionalismeq yang qtertanam dalam qdiri qsetiap qwajib qpajak dapat 
mengurangiq resikoq ketidakpatuhanq wajibq pajakq dalam qmemenuhi 
kewajibanq perpajakannyaq karenaq rasaq cintanyaq terhadapq tanahq 
airq (Salsabila, 2018). 
7. Kualitasq Pelayananq Fiskusq 
Hakikatq pelayananq umumq adalah qmeningkatkan qmutu dan 
produktivitasq pelaksanaanq tugasq dibidangq pelayananq urnum, 
mendorongq upayaq mengefektifkanq sistemq dan qtata qlaksana 





masyarakatq dalam qpembangunan serta qmeningkatkan qkesejahteraan 
masyarakatq (Boediono, 2003). 
Kualitasd layanand menurutd Parasuramand  yang ddikutip oleh 
Kyriakid (2009) adalah dpenilaian dpelanggan tentang dkeunggulan 
keseluruhand produkd atau dsuperioritas, serta dperasaan dpelanggan 
yang dberasal dari dperbandingan dharapan dpelanggan dan dpersepsi 
merekad terhadap dkualitas dpelayanan dkinerja yang ddiberikan. 
Menurutd Kamusd Besard Bahasad Indonesia, dpelayanan berarti 
usahad untuk dmelayani dkebutuhan dorang dlain. Sedangkan dfiskus 
berarti daparatur dpajak. Pelayanand sebagai dsuatu dtindakan atau 
kinerjad yang dditawarkan oleh dsuatu dpihak kepada dpihak dlain dan 
pada ddasarnya tidak dberwujud dan tidak dmengakibatkan dkepemilikan 
apapund (Kotler, 2005). 
Kualitasd Pelayanand Berdasarkand Keputusand Menteri 
Pendayagunaavn Aparaturd Negarad 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Pedomand Penyelenggaraand Pelayanand Publik, dmengharuskan setiap 
penyelenggaraand pelayanand publikd memilikid standard pelayanan 
yang dipublikasikand sebagai jaminand adanya dkepastian bagi 
penerimad pelayanand termasuk dpelayanan dperpajakan. dKualitas 
pelayanand perpajakand dalam dPajak dBumi dan dBangunan 
Perdesaand dan Perkotaand berdasarkand definisid diatas ddapat 
disimpulkand menjadid duad bagian, dyaitu :  





Mekanismed penyerahand SPPTd dari dDinas dPendapatan 
dan dPengelolaan dAset dDaerah yang ddisalurkan kepada dkantor 
kelurahand sesuaid domisilid wajibd pajak, dari dkantor dkelurahan 
SPPTd diserahkand kepada ketuad RW yang dkemudian oleh dketua 
RW disampaikand kepada Ketuad RT untuk ddisampaikan kepada 
wajibd pajak. 
b. Pelayanand pembayarand PBB-P2d 
Pelayanand pembayarand PBB-P2d disinid adalah 
mekanismed pembayarand yang ddibuat dsesederhana dmungkin, 
wajibd pajakd hanya dperlu dmembawa dsejumlah dnominal dpajak 
terutangnyad beserta dSPPT dPBB-P2 jika dmembayar di kclurahan, 
jika membayard di bankd wajibd pajakd akan ddibantu oleh dpetugas 
bank. Selaind itu dfasilitas-fasilitasd yang dmendukung dproses 
pembayarand yang dmeningkatkan dkenyamanan dwajib dpajak 
dalam dmembayar dPBB-P2 harus lebih dditingkatkan serta dlokasi 
pembayarand yang dcukup dmudah dijangkaud oleh dwajib dpajak 
yang ingind membayard juga dmerupakan dbagian dari dpelayanan. 
8. Sanksid Pajakd 
Menurutd Kamusd Besard Bahasad Indonesia, dsanksi adalah 
tindakand untuk dmemaksa dorang dmenepati dperjanjian atau dmenaati 
ketcntuan dUndang-Undang. Sanksid pajakd adalah dalat dpencegah 
(preventif) agar dwajib dpajak tidakd melanggar dan dpatuh terhadap 





dengan baikd dan dbenar. Dapatd dikatakand bahwa dsanksi dpajak 
merupakand jaminand bahwa dketentuan dperaturan dperundang-
undangand perpajakand (normad pepajakan) akan 
ddituruti/dditaati/ddipatuhi (Mardiasmo, 2016). 
Sanksid perpajakand adalah dpendekatan yang dumum 
digunakand oleh dadministrator dpajak untuk dmencegah dpenggelapan 
dan dpenghindaran dpajak dalam drangka dmeningkatkan defisiensi 
penerimaand pcndapatan. Sanksid perpajakand merupakan dpenyebab 
eksternald yang ddapat dmempengaruhi dpersepsi dwajib dpajak dalam 
membuatd keputusand mengenaid perilakud kepatuhand wajibd pajak 
dalam dmelaksanakan dkewajiban dperpajakannya (Purnamasari, 2017). 
Sanksid perpajakand merupakand salahd satud faktord yang 
mempengaruhid tinggid rendahnyad kepatuhand wajibd pajak. Karena 
fungsid sanksid adalah sebagai dcara untuk dmengatur dsekelompok 
populasid untuk dmemenuhi daturan yang dditentukan. Wajibd pajak 
akan memenuhid kewajiband perpajakand bila dmemandang bahwa 
sanksid perpajakand akan lebih banyak dmerugikannya (Jatmiko, 2006). 
Indikatord sanksid Pajakd bumid dan dbangunan dapat ddilihat 
dari jenisd sanksinyad yaitu dsanksi dadministrasi dan dsanksi dpidana 
(Tjahjono, 2005). dMenurut dPasal 36, 37 dUndang-Undangd No. 16 
Tahund 2000 bahwa dsanksi dadministrasi berupa dbunga, ddenda, dan 





kurungan, dan dpenjara yang dberkenaan denganv pelaksanaan 
perundang-undangand di dbidang dperpajakan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Terdapatd beberapad penelitiand terdahulud yang dijadikand acuan 
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Sumberd : dData dyang ddiolah, 2021 
Dari tabeld studid penelitiand terdahulud tentang dkepatuhan dwajib 
pajakd bumid dan dbangunan dapat dijadikand referensid dalam dpenelitian 
ini. Dalam penelitiand Fitriyenid (2016) dmenggunakan dvariabel 
independend tingkatd pendidikand wajibd pajak, dkualitas dlayanan dfiskus 
dan dsanksi dpajak. Sedangkand dalam penelitiand Isawatid (2016) 
menggunakand variabeld independend tingkatd pendapatan, dpengetahuan 
pcrpajakan, dpelayanan dpajak serta dsanksi dpajak. Dan dalam dpenelitian 
Purnamasarid (2017) dmenggunakan dvariabel dindependen dpemahaman, 
sanksid pcrpajakan, dtingkat dkepercayaan pada dpemerintah dan dhukum, 
serta dnasionalisme. 
Perbedaand penelitiand ini dengan dpeneliti dterdahulu adalah 
penelitid menggabungkand variabeld independend dari dketiga dpenelitian 
tersebutd yaitu dtingkat dpendidikan, dtingkat dpendapatan, dnasionalisme, 
kualitasd pelayanand fiskusd dan dsanksi dpajak. Selaind itu dperbedaan dari 
penelitiand sebelumnyad yaitu dpada dtahun, dsampel dan dobjek dpenelitian. 
Objekd penelitiand ini ddilaksanakan di dDesa dSlarang dKidul dKecamatan 





C. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesisd 
Penelitiand ini dmenggunakan 6 (enam) dvariabel, yaitu 1 (satu) 
variabeld dependend dan 5 (lima) dvariabel dindependen. dVariabel 
dependend yaitu dkepatuhan dwajib dpajak dbumi dan dbangunan, dan 
variabeld independend meliputi dtingkat dpendidikan, dtingkat dpendapatan, 
nasionalisme, dkualitas dpelayanan dfiskus dan dsanksi dpajak. 
1. Tingkatd Pendidikand Terhadap dKepatuhan dWajib dPajak dBumi dan 
Bangunand 
Penelitiand yang ddilakukan oleh dFitriyeni (2016) bahwa 
adanyad pengaruhd positifd tingkatd pendidikand terhadap dkepatuhan 
wajibd pajak. Sejalan  dengan dpenelitian yang ddilakukan oleh 
Darmawand (2015) memberikand hasild bahwad variabeld tingkat 
pendidikand berpengaruh dsignifikan dsecara dparsial terhadap 
kepatuhand wajibd pajakd PBB-P2, hald ini sesuai karena dwajib dpajak 
yang dberpendidikan dtinggi dcenderung lebih dmemahami dan 
mematuhid kewajiband perpajakand dengan dwawasan dan 
pengetahuand yang ddimilikinya ddibandingkan dengan dwajib dpajak 
yang dberpendidikan drendah. 
Berbedad dengan dpenelitian yang ddilakukan oleh dPratiwi 
(2020) yang dmenyatakan bahwa dvariabel dtingkat dpendidikan tidak 
ada dpengaruh secara dsignifikan terhadap dkepatuhan dalam 
membayard pajakd bumid dan bangunand perdesaand dan dperkotaan, 





tingkatd pendidikand tinggid malah banyak dmelakukan dpenyelewengan 
dibidangd perpajakand bahkan dmelakukan dpembukuan dganda untuk 
kepentingand pajak, dtingkat dpendidikan drendah dwajib dpajak juga 
akan dberpeluang denggan dmelaksanakan dkewajiban dperpajakan 
karena dkurangnya dpemahaman dmereka tentang dsistem dperpajakan 
yang dditerapkan. 
Berdasarkand penjelasand di atas dapat ddiambil dhipotesis 
sebagaid berikutd : 
H1 :  Didugad tingkatd pendidikand berpengaruhd positifd terhadap 
dkepatuhan dwajib dpajak dbumi dan dbangunan. 
2. Tingkatd Pendapatand Terhadap dKepatuhan dWajib dPajak dBumi dan 
Bangunand 
Penelitiand yang ddilakukan oleh dDewi (2017) dmemberikan 
hasild bahwa dvariabel dtingkat dpendapatan berpengaruhd positifd dan 
signifikand terhadap dkepatuhan dwajib dpajak dalam dmebayar dpajak 
bumid dan dbangunan. Sejaland  dengan dpenelitian yang ddilakukan 
oleh Faizahd (2009) bahwa dvariabel dpendapatan dberpengaruh dpositif 
dan dsignifikan terhadap dkepatuhan dwajib dpajak, hal ini dsesuai 
karena dpemungutan dpajak perlu dmemperhatikan dkemampuan dwajib 
pajakd dalam dmembayar dpajak. Kemampuand membayard itu dsendiri 
dipengaruhid oleh dtingkat dpendapatan, oleh dsebab itu dpajak harus 
dipungutd pada dsaat yang dtepat, yaitu pada dsaat dwajib dpajak 





pendapatand masyarakatd semakin dmampu dpula dmasyarakat itu 
memenuhid kebutuhannya. Demikiand pulad dalam hal dmembayar 
pajak, dengan dpendapatan yang dtinggi dmasyarakat akan vmampu 
membayard Pajakd Bumid dan dBangunan. 
Berbedad dengan dpenelitian yang ddilakukan oleh dIsawati 
(2016) yang dmenyatakan bahwa dvariabel dpendapatan berpengaruh 
negatifd dan tidak dsignifikan terhadap dkepatuhan dwajib dpajak dalam 
membayard pajakd bumid dan dbangunan, karena dtinggi drendahnya 
pendapatand wajibd pajakd tidakd berpengaruhd terhadap dkepatuhan 
wajibd pajakd dilihatd karena djumlah dPajak dBumi dan dBangunan 
yang ddibayar dtidak dterlalu dbesar, dan dpembayaran dPajak dBumi 
dan dBangunan ddilakukan dsatu dkali dalam dsatu dtahun yaitu pada 
tanggald 31 dDesember. Wajibd pajakd yang dberpenghasilan dtinggi 
belumd tentu dpatuh dalam dmembayar dpajak begitu juga dsebaliknya 
wajibd pajakd yang dberpenghasilan drendah belum tentu tidak dpatuh 
dalam dmembayar dpajak. 
Berdasarkand penjelasand di atas dapat ddiambil dhipotesis 
sebagaid berikutd : 
H2 :  Didugad tingkatd pendapatand berpengaruhd positifd terhadap 







3. Nasionalismed Terhadapd Kepatuhand Wajibd Pajakd Bumid dan 
Bangunand 
Penelitiand yang dilakukand oleh Purnamasarid (2017) 
memberikand hasil bahwa dvariabel dnasionalisme dberpengaruh vpositif 
signifikand terhadap dkepatuhan dwajib dpajak dalam dmembayar PBB. 
Sejaland  dengan dpenelitian yang ddilakukan oleh dDarmawan, 
Asmawid (2020) bahwa dterdapat dhubungan yang dsignifikan antara 
variabeld nasionalismed dengan dkepatuhan dwajib dpajak dalam 
membayard Pajakd Bumid dan dBangunan dPerdesaan dan dPerkotaan. 
Demikian pula dalam dTorgler (2005) ddimana dkebanggaan dnasional 
berpengaruhd terhadap dperilaku dwajib dpajak untuk dpatuh pada 
kcwajiban dperpajakan. Argumentasid yang dipakaid adalah dwajib 
pajakd yang dmemiliki drasa dnasionalisme akan dtimbul drasa 
tanggungjawabnyad untuk dmembangun dan dmemajukan dbangsa dan 
negaranyad sehingga dwajib dpajak akan dmelaksanakan dkewajiban 
perpajakannyad dan dmeningkatkan dkepatuhan dwajib dpajak dalam 
membayard PBB. 
Berdasarkand penjelasand di atas dapat ddiambil dhipotesis 
sebagaid berikutd : 
H3 :  Didugad nasionalismed berpengaruhd positifd terhadap dkepatuhan 






4. Kualitasd Pelayanand Fiskusd Terhadap dKepatuhan dWajib dPajak 
Bumid dan dBangunan 
Penelitiand yang ddilakukan oleh dFitrianingsih (2018) 
memberikand hasild bahwad variabeld pelayanand fiskusd secara 
parsiald berpengaruhd positifd terhadap dkepatuhan dwajib dpajak. 
Sejalan dengan dpenelitian yang ddilakukan oleh dHarmawati (2016) 
bahwa dvariabel dkualitas dpelayanan dberpengaruh dpositif pada 
kepatuhand wajibd pajak. Demikian pula dalam dpenelitian dParera 
(2017) juga dmenyatakan bahwa dvariabel dpelayanan dfiskus 
berpengaruhd signifikand terhadap dkepatuhan dwajib dpajak dbumi dan 
bangunan. Semakin baikd pelayanand fiskusd yang diberikand kepada 
wajibd pajakd maka dkepatuhan dwajib dpajak pun akan dsemakin 
meningkat, begitu juga dengan dburuknya dpelayanan dfiskus maka 
kepatuhand wajibd pajakd pun akand semakin dmenurun. 
Berdasarkand penjelasand di atas dapat ddiambil dhipotesis 
sebagaid berikutd : 
H4 : Didugad kualitasd pelayanand fiskusd berpengaruhd positif 
terhadapd kepatuhand wajibd pajakd bumid dan dbangunan. 
5. Sanksid Pajakd Terhadap dKepatuhan dWajib dPajak dBumi dan 
Bangunand 
Penelitiand yang dilakukand oleh Syaifuld (2016) dmemberikan 
hasild bahwa dvariabel dsanksi dpajak dberpengaruh dsignifikan dpositif 





dilakukand oleh dPurnamasari (2017) bahwa dvariabel dSanksi 
perpajakand berpengaruhd positifd signifikand terhadap dkepatuhan 
wajibd pajakd dalam dmembayar PBB. Demikian pula dalam dpenelitian 
Isawatid (2016) juga dmenyatakan bahwa dvariabel dsanksi dpajak 
berpengaruhd positifd dan dsignifikan terhadap dkepatuhan dwajib pajak. 
Semakin tinggid sanksid pajakd yang ddiberikan maka dsemakin dtinggi 
tingkatd kepatuhand wajibd pajakd dalam membayard PBB. dWajib 
pajakd yang dmelanggar dperaturan akan dsemakin dtakut untuk 
melanggard dan akan lebih dpatuh dalam dmelakukan dkewajibannya 
jika dsanksi yang ddiberikan dsemakin dberat. 
Berdasarkand penjelasand di atas dapat ddiambil dhipotesis 
sebagaid berikutd : 
H5 : Didugad sanksid pajakd berpengaruhd positifd terhadap dkepatuhan 




























































A. Jenisr Penelitianr 
Jenisr penelitianr ini adalah penelitianr kuantitatifr dengan 
rpendekatan rdeskriptif, yaitu rjenis rpenelitian yang rdigunakan untuk 
menganalisisr datar yang telahv terkumpul dengan rcara rmenggambarkan, 
menjclaskan, atau rmeringkaskan rberbagai rkondisi, rsituasi, rfenomena, atau 
berbagair variabelr penelitianr menurutr kejadianr sebagaimanar adanya yang 
dapat rdipotret, rdiwawancara, rdiobservasi, serta yang rdapat rdiungkapkan 
melaluir bahan-bahanr dokumenterr (Bungin, 2005). Penelitianr ini rberusaha 
menganalisisr pengaruhr tingkatr pcndidikan, rtingkat rpendapatan, 
nasionalisme, rkualitas rlayanan rfiskus dan rsanksi rpajak terhadap 
kepatuhanr wajibr pajakr bumir dan rbangunan dengan rmenggunakan 
analisisr statistikr SPSSr versir 22. 
 
B. Populasi dan Sampelr 
Populasir adalah wilayahr generalisasir yang rterdiri atas 
obyek/subyekr yang rmempunyai rkuantitas dan rkarakteristik rtertentu yang 
ditetapkanr oleh rpeneliti untuk rdipelajari dan rkemudian rditarik 
kesimpulannyar (Sugiyono, 2017). Populasir yaitu rsekelompok rorang atau 
segalar sesuatur yang rmemiliki rkarakteristik rtertentu (Indiantoro & 





yang rberada di rDesa rSlarang rKidul rKecamatan rLebaksiu rKabupaten 
Tegal. rBerdasarkan rdata dari rKantor rDesa rSlarang rKidul, populasir yang 
ada di rDesa rSlarang rKidul rberjumlah 2.680 rwajib rpajak rbumi dan 
bangunan. 
Menurutr Sugiyonor (2017) Sampelr adalahr bagianr dari rjumlah dan 
karakteristikr yang dimilikir oleh rpopulasi rtersebut. Dengan rdemikian 
sampelr adalah sebagianr dari rpopulasi yang rkarakteristiknya rhendak 
diselidiki, dan rbisa rmewakili rkeseluruhan rpopulasinya rsehingga 
jumlahnyar lebih rsedikit dari rpopulasi. Untuk rpengambilan rsampel dalam 
penelitianr ini, rdihitung rmenggunakan rmetode rslovin yang rmenggunakan 
rumusr sebagair berikutr : 
 
 
Dimanar :  
n  =  ukuranr sampelr  
N =  ukuranr populasir  
e = persenr kelonggaranr ketidaktelitianr karena rkesalahan rpengambilan 
sampelr (10%) 












1 + 2.680 (0,1)2 
n = 
2.680 
   1 + 26,80 
n = 
2.680 
       27,80 





Jadi, sampelr yang rdiambil dalam rpenelitian ini radalah  96 rorang rwajib 
pajakr bumir dan rbangunan. 
 
C. Definisir Konseptualr dan  Operasionalr Variabelr 
1. Definisir Konseptual r 
a. Kepatuhanr Wajibr Pajakr Bumir dan rBangunan (Y) 
Kepatuhanr wajibr pajakr adalah rsuatu rkeadaan rdimana 
wajibr pajakr memenuhir semuar kewajibanr perpajakanr dan 
melaksanakanr hakr perpajakannyar sesuair dengan risi dalam 
Undang-Undangr Perpajakanr (Anggara, 2017). Dalam rbentuk yang 
paling rsederhana, rkepatuhan rdianggap sebagai ristilah yang 
menggambarkanr kesediaanr wajibr pajakr untuk rmembayar rpajak 
(Kirchler, 2010). Fokusr wajibr pajakr dalam rpenelitian ini radalah 
pada sektorr Pajakr Bumir dan rBangunan.  
b. Tingkatr Pendidikanr (X1) 
Menurutr Syahr (2010) maknar pendidikanr dalam rarti agak 
luasr pendidikanr dapat rdiartikan sebagai rsebuah rproses dengan 
metodc-metoder tertentur sehingga rorang rmemperoleh 
pengctahuan, rpemahaman dan rcara rbertingkahlaku yang rsesuai 
dengan rkebutuhan. Tingkatr pendidikanr merupakan rpengetahuan 
dari rwajib rpajak sebagai rsalah rsatu rfaktor dalam rkepatuhan 





peraturan rperpajakan, dan rkesediaan rwajib rpajak untuk 
mematuhir kewajibanr perpajakanr (Nzioki, 2014). 
c. Tingkatr Pendapatanr (X2) 
Menurutr PSAKr Nomorr 23 rTahun 2009, rpendapatan 
adalah rpenghasilan yang rtimbul dari raktivitas rperusahaan yang 
biasar dan rdikenal dengan rsebutan yang rberbeda rseperti 
penjualan, rpenghasilan rjasa (fees), rbunga, rdeviden, rroyalti, dan 
sewa. Sedangkanr menurutr Roniar (2011), rpendapatan rwajib 
pajakr diartikanr sebagai rpenghasilan  yang rtimbul atau rdihasilkan 
oleh rWajib rPajak dari raktivitasnya yaitu dari rpekerjaannya dalam 
periodc rtertentu. 
d. Nasionalismer (X3) 
Nasionalismer adalah pahamr (ajaran) untuk rmencintai 
bangsar dan rnegara rsendiri, rsifat rkenasionalan, makin rmenjiwai 
bangsar Indoncsia, serta rkesadaran rkeanggotaan dalam rsuatu 
bangsar yang secara rpotensial atau raktual rbersama-sama 
mcncapai, rmempertahankan, dan rmengabadikan ridentitas, 
intcgritas, rkemakmuran, dan rkekuatan rbangsa itu, rsemangat 
kebangsaanr (Kamusr Besarr Bahasar Indonesia, 2015). rSedangkan 
menurutr Kohnr (1984) rNasionalisme adalah rsuatu rpaham, yang 
berpendapatr bahwa rkesetiaan rtertinggi rindividu harus rdiserahkan 






e. Kualitasr Pelayananr Fiskusr (X4) 
Pelayananr adalahr cara rmelayani (membantur mengurus 
atau rmenyiapkan rsegala rkebutuhan yang rdiperlukan rseseorang). 
Sementarar itu, fiskusr merupakanr pctugas rpajak. Jadi, rpelayanan 
fiskusr dapat rdiartikan sebagai cara rpetugas rpajak dalam 
mcmbantu, rmengurus, atau rmenyiapkan rsegala rkeperluan yang 
dibutuhkanr seseorangr yang dalam halr ini adalah rwajib rpajak 
(Jatmiko, 2006). 
f. Sanksir Pajakr (X5) 
Sanksir perpajakanr merupakanr jaminanr bahwa rketentuan 
peraturanr pcrundang-undanganr perpajakanr (normar pcrpajakan) 
akan rdituruti/ rditaati/ rdipatuhi, dengan rkata rlain rsanksi 
perpajakanr merupakanr alatr pencegahr agar rwajib rpajak tidak 
melanggarr normar perpajakanr (Mardiasmo, 2011). 
2. Definisir Operasionalr Variabelr 
Definisir operasionalr variabelr merupakan rbatasan rpengertian 
tentang rvariabel yang rditeliti yang di rdalamnya rsudah rmencerminkan 
indikator-indikatorr yang akan rdigunakan untuk rmengukur rvariabel 




























































a. Pendapatanr yang 
diperolehr 
b. Kerjar pokokr 









pada rtanah rair 
a. Banggar sebagai 
bangsar Indonesiar 
b. Cintar tanahr airr 
danr bangsa 






















c. Pelayananr yangr 
baikr dari rfiskus 
















a. Pengetahuanr sanksi 
Pajakr 




d. Penerapanr sanksir 
Intervalr 
 
D. Metoder Pengumpulanr Datar 
Jenisr datar dalamr penelitianr ini adalah rData rPrimer dan rData 
Sekundcr. Datar primerr dalam rpenelitian ini di rperoleh dari rkuesioner 
yang rdisebarkan rkepada rresponden, sedangkan rdata rsekunder rpenelitian 
ini di rdapatkan dari rberbagai rsumber rinformasi yaitu rbuku-buku, rmedia 
internetr dan rdokumen/arsip rPemerintah rDesa rSlarang rKidul. rTeknik 
pengumpulanr datar yang rdigunakan dalam rpenelitian ini rantara rlain :  
1. Kuesionerr 
Untuk memperolehr datar yang rvalid, rakurat, dan rrelevan maka 
teknikr pengumpulanr datar dalam rpenelitian ini rdilakukan dengan 
carar pembagianr kuesioncr. Kuesionerr adalah rdaftar rpertanyaan 
tertulisr yang telah rdirumuskan rsebelumnya yang akan rresponden 
jawab, rbiasanya dalam ralternative yang rdidefinisikan dengan rjelas 
(Sekaran, 2016). Pembagianr kuesionerr dilakukanr dengan rcara 
mendatangir rumahr respondcn/wajibr pajakr yang rberada di rDesa 





dijemputr langsungr ke rresponden/wajibr pajakr sesuair dengan 
kesepakatanr pengcmbalian. 
Kuesionerr dipilihr karena rlebih refisien dalam rhal rwaktu, 
encrgi, rbiaya rpenelitian, serta rmemiliki rtingkat rakurasi yang rtinggi. 
Adapunr skalar yang rdigunakan adalah rskala rLikert. Skalar Likert 
adalah alatr atau rcara untuk rmengukur rpendapat, rpersepsi dan rsikap 
seseorangr atau rsekelompok rorang rmengenai rfenomena rsosial. 
Dengan skalar Likertr maka rvariabel yang rdiukur rkemudian 
dijabarkanr menjadi rindikator rvariabel. Kemudianr jawabanr setiap 
itemr yang rmenggunakan rskala Likert rmemiliki rnilai dari rsangat 
positifr sampai sangat rnegatif, seperti yang rdijelaskan oleh rSugiyono 
(2019) sebagair berikutr : 
Tabel 3.2 
Skorr Jawabanr Respondenr 
No. Uraianr Skorr 
1 Sangatr Tidakr Setujur (STS) 1 
2 Tidakr Setujur (S) 2 
3 Kurangr Setujur (KS) 3 
4 Setujur (S) 4 









Wawancarar yaitu teknikr pengumpulanr datar dengan 
melakukanr tanyar jawabr langsungr kepada rresponden apabila rpeneliti 
ingin rmengetahui rhal-halr secara lebih rmendalam dari robjek yang 
ditcliti. 
 
E. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitianrr 
1. UjirrValiditasr  
Validitasr adalah kemampuanr dari kuesionerr untuk rmengukur 
secara raktual apa yang rseharusnya rdiukur dan tidak ada rkesalahan 
dalam rpenarikan rkesimpulan rdata. Pengujianr ini rdilakukan untuk 
mengetahuir validr tidaknya suatur kucsioner rpengukuran. Dimana 
kuesionerr dikatakanr validr apabilar dapatr mengukurr apa yang 
semestinyar diukurr atau rmampu rmengukur  apa yang ringin rdicari 
secarar tepart (Ghozali, 2018). Nilair korelasir dibandingkanr dengan 
dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka rkuesioner rdikatakan rvalid, 
jika r hitung < r tabel maka rkuesioner dikatakanr tidak rvalid. 
Teknikr korelasir yang rdigunakan adalah rpearson rproduct 




rxy  = rkoefisien rkorelasi antara rvariabel x dan rvariabel y 
√ 
N∑xy – (∑x)(∑y) 






∑xy  = rjumlah rperkalian antara rvariabel x dan y 
∑x2  = rjumlah dari rkuadrat rnilai x 
∑y2  = rjumlah dari rkuadrat rnilai y 
(∑x)2 = rjumlah rnilai x rkemudian rdikuadratkan. 
(∑y)2 = rjumlah rnilai  y rkemudian rdikuadratkan. 
2. Ujir Reliabilitas r 
Ujir reliabilitasr adalah rinstrument untuk rmengukur rketepatan, 
ketcrandalan, rconsistency, rstability atau rdependability rterhadap 
kuesioner. Ujir reliabilitasr dilakukanr untuk rmengetahui apakah 
kuesionerr yang rdisusun rbenar-benarr merupakanr hasilr yang rbaik, 
reliabilitasr atau rkeandalan. Suatur alatr ukurr dikatakanr rcliabilitas atau 
dapat dipercayar apabila alatr ukurr yang rdigunakan rstabil, dapat 
diandalkan, dan dapat rdigunakan dalam rperamalan. Artinya data yang 
dikatakanr reliabilitasr adalah alatr ukurr yang rdigunakan bisa 
memberikanr hasilr yang sama rwalaupun rdigunakan rberkali-kalir oleh 
penelitir yang rberbeda (Ghozali, 2018). rPengujian rreliabilitas 
menggunakanr teknikr Cronbachr Alphar (α). Suatur variabel rdikatakan 
reliabelr jika rmenunjukkan rnilai rCronbach rAlpha lebih besar 
rdaripada 0,60 ( > 0,6). Jika rnilai rCronbach rAlpha < 0,60 maka 









F. Metode Analisis Datar 
1. Stastistikr Deskriptifr 
Dalam rbukunya, rSugiyono (2019) rmenyatakan bahwa rstatistik 
dekriptifr adalah datar dengan rcara rmendeskripsikan atau 
menggambarkanr datar yang telah rterkumpulv sebagaimana radanya 
tanpa rbermaksud rmembuat rkesimpulan yang rberlaku untuk rumum 
atau rgeneralisasi. Statistikr deskriptifr dalam rpenelitian ini yaitu 
digunakanr untuk rmemberikan rinformasi rmengenai rvariabel rpeneliti 
seperti tingkatr pcndidikan, rtingkat rpendapatan, rnasionalisme, rkualitas 
pelayanavn fiskusr dan rsanksi rpajak. 
2. UjirAsumsirKlasikr 
a. Ujir Normalitasr 
Ghozalir (2018) menyatakanr bahwa ujir normalitas 
bertujuanr untuk rmenguji apakah dalam rmodel rregresi, rvariabel 
pengganggur atau rresidual rmemiliki rdistribusi rnormal. rDiketahui 
bahwa ujir t dan Fv menggambarkan rnilai rresidual rmengikuti 
distribusvi normal. Apabilar asumsvi ini rdilanggar maka ruji 
statistikr akanv menjadi tidak rvalid untuk rjumlah rsampel rkecil. 
Untuk rmendeteksi apakah rresidual rberdistribusi rnormal atau tidak 
yaitu rdapat rdilakukan dengan ruji rKolmogorov-Smirnovr (uji K-S). 
Dasarr pengambilanr keputusanr dalam ruji rnormalitas 





lebih besarr dari 0,05 maka datar penelitianr dapat rdikatakan 
berdistribusi rnormal. rSebaliknya, jika rnilai rsignifikansi (Sig.) 
lebih kecil dari 0,05 maka datar penelitianr dapat rdikatakan tidak 
berdistribusir normalr (Ghozali, 2018). 
b. Ujir Multikolinearitasr 
Ghozalir (2018) menyebutkanr bahwa ruji rmultikolinieritas 
bertujuanr untuk rrmenguji apakah rmodel rregresi rditemukan 
adanyar korelasir antara rvariabel rbebas (independen) rmodel 
regresir yang rbagus rsebaiknya tidak rterjadi rkorelasi antara 
varaberl idependcn. Apabila rvariabel rindependen ini saling 
bcrkolerasi, maka rvariabel-variabelr ini tidak rotogonal. rVariabel 
otogonalr merupakan rvariabel rindependen yang rnilai rkorelasi 
antara rsesama rvariabel rindependen sama dengan rnol. 
Multikolinearitasr dapat rdilihat dari rnilai rTolerance dan rVariance 
Inflationr Factorr (VIF). Keduar ukuranr ini rmenjelaskan setiap 
variabelr independenr manakahr yang rdijelaskan oleh rvariabel 
indepcnden rlainnya. 
Di dalam rpengertian rsederhana rsetiap rvariabel 
independenr menjadi rvariabel rdependen (terikat) dan rdigregres 
terhadap rvariabel rindependen rlainnya. rTolerance rmengukur 
variabelitasr variabelr independenr yang rterpilih tidak rdijelaskan 
oleh variabelr independenr lainnya. Maka rnilai rtolerance yang 





Nilair cutr offr yang rumum dapat rdipakai untuk rmenunjukkan 
adanyar multikolinearitasr adalah rnilai rtolerance ≤ 0,10 atau sama 
dengan rnilai VIF ≥ 10. 
Berdasarkanr aturanr Variancer Inflationr Factorr (VIF) dan 
nilair Tolerancer dengan rkreteria rsebagai rberikut :  
1) Jika rnilai VIF lebih dari rangka 10 atau rnilai rtolerance kurang 
dari 0,10 maka rdikatakan rterjadi rgejala rmultikolinearitas. 
2) Jika rnilai VIF rkurang dari rangka 10 atau rnilai rtolerance 
lebih dari 0,10 maka rdikatakan tidak rterjadi rgejala 
multikolinearitasr (Ghozali, 2018) 
c. Ujir Heteroskedastisitasr 
Ujir heteroskedastisitasr merupakan rsalah rsatu rpengujian 
asumsir klasikr yang harus rada dalam rmodel rregresi rlinear. rUji 
heteroskedastisitasr digunakanr untuk rmenguji apakah dalam 
modelr regresir terjadir ketidaksamaanr varianr dari rresidual pada 
satur pengamatanr ke rpengamatan yang rlain. Untuk rmenguji ada 
atau rtidaknya rheteroskedastisitas maka rdilakukan rUji rGlejser. 
Dalam rUji rGlejser akan rdihasilkan rnilai rsignifikansi dari 
rmasing-masingr variabcl. Apabila rnilai rsignifikansi > 0,05, maka 





3. Analisis Regresi Linear Bergandar 
Analisisr regresir bergandar bertujuanr untuk rmengetahui 
tingkatr hubunganr variabelr independenr secara rbersama-sama 
terhadap rvariabel rdependen, dengan rrumus rsebagai rberikut : 
 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 
 
Dimanar : 
Y     : rKepatuhan rWajib rPajak rBumi dan rBangunan 
α       : rKonstanta 
β12345    : rKoefisiensi rRegresi 
X1     : rTingkat rPendidikan 
X2     : rTingkatv Pendapatan 
X3     : rNasionalisme 
X4    : rKualitas rPelayanan rFiskus 
X5    : rSanksi rPajak 
ε     : rTerm rof rerror. 
4. Ujir Parsialr (Uji t) 
Ujir t pada rdasarnya rmenunjukkan rseberapa rjauh rpengaruh 
variabelr independenr dalamr menerangkanr variabelr depcnden. Ujir t 
digunakanr untuk rmengukur rsignifikansi rpengaruh rpengambilan 
keputusanr dilakukanr berdasarkanr perbandinganr nilair masing-rmasing 
koefisienr regresir dengan (nilair kritis) rsesuai dengan rtingkat 





adalah menggunakanr tingkatr signifikansir 2,5% dengan rderajat 
kebebasanr df = N-K (Ghozali, 2016) : 
a. Jika Pvalue< α = 0,025, maka rhipotesis rditerima, berarti rvariabel 
independenr mempunyair pengaruhr terhadap rvariabel rdependen.  
b. Jika Pvalue> α = 0,025, maka rhipotesis rditolak, rberarti rvariabel 
independenr tidak rmempunyai rpengaruh terhadap rvariabel 
dependen. 
5. Ujir Kelayakanr Modelr (Goodnessr ofr Fitr Models) 
Goodnessr ofr fitr modelsr adalah ruji yang rdigunakan untuk 
mengujir kelayakanr modelr yang rdigunakan dalam rpenelitian. 
Goodnessr of rfit rmodels dapat rdilihat dari rnilai uji F ranalyss of 
variancer (ANOVA). Apabila rnilai F hitung > F tabel danr probabilitas 
signifikansir < 0,05 maka ruji rmodel ini rlayak untuk rdigunakan pada 
penclitian. rSebaliknya, apabila rnilai F hitung < F tabel dan rprobabilitas 
signifikansir > 0,05 maka ruji rmodel ini tidak rlayak untuk rdigunakan 
pada rpenelitian (Ghozali, 2016). 
6. Koefisienr Determinasir (R2) 
Menurutr (Ghozali, 2018) rkoefisien rdeterminasi (R2) pada 
intinyar mengukurr seberapa rjauh rkemampuan rmodel dalam 
menerangkanr variasir variabelr dependen. rNilai rkoefisien rdeterminasi 
adalah antara rnol dan rsatu. Nilair R2 yang rkecil rberarti rkemampuan 
variabel-variabelr independenr dalam rmenjelaskan rvariasi rvariabel 





variabelr independenr memberikanr hampirr semua rinformasi yang 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Gambaran Umum Desa Slarang Kidul 
 
Gambar 4.1 
Peta Desa Slarang Kidul 
Desa Slarang Kidul merupakan salah satu desa dari 15 desa di 
Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terletak di Provinsi Jawa 
Tengah. Desa Slarang Kidul berada di wilayah paling ujung dari 
Kecamatan Lebaksiu dan diapit oleh 2 Kecamatan lainnya di Kabupaten 
Tegal. Desa Slarang Kidul berbatasan langsung dengan Desa Slarang Lor 
dan Desa Blubuk (Kecamatan Dukuhwaru) di sebelah utara, Desa 
Kambangan (Kecamatan Lebaksiu) di sebelah timur, serta Desa Semboja 
(Kecamatan Pagerbarang) di sebelah selatan dan barat. Desa Slarang 





masih luas dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.288 jiwa dengan 
mata pencaharian yang bermacam-macam. 
Penyelenggaraan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Desa Slarang Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 
dilakukan secara perorangan, dimana Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) diserahkan langsung oleh aparat desa setempat yang 
menangani Pajak Bumi dan Bangunan kepada para wajib pajak. Setelah 
wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), 
wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui aparat desa tersebut. 
Selanjutnya aparat desa yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan 
menyetorkan pajaknya kepada petugas pajak (Mantri Pajak) kecamatan 
di Kantor Kecamatan Lebaksiu. 
Pada tahun 2020 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Slarang Kidul sebesar 2.680 orang. Wajib Pajak tersebut terbagi dalam 4 
Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 30 Rukun Tetangga (RT) dengan 
rincian Rukun Warga (RW) 1 terdiri dari 7 Rukun Tetangga (RT), Rukun 
Warga (RW) 2 terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) 
3 terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) 4 terdiri 
dari 9 Rukun Tetangga (RT). Jumlah tersebut kemudian dikelompokkan 
menjadi 6 wilayah pemungutan pajak (kopak) dengan petugas aparat desa 











Struktur Organisasi Pemerintah Desa Slarang Kidul 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data 
PenelitianT ini menggunakanT metodeT kuesionerT 
dalamTpengumpulanT data. PenyebaranT kuesionerT dilakukanT 
secaraT personaTl surveyT atau penelitiT mendatangiT secaraT 
langsungT kepada respondenT. KeseluruhanT kuesionerT yang disebarT 
kepadaTrespondenT berjumlahT 96 kuesionerT. Dari 96 kuesionerT 
tcrsebut,  keseluruhannyaT dapatT diterimaT kembaliT dengan baik.  



























pcndidikan,  tingkatT pendapatan, T nasionalisme, T kualitas pelayanan 
fiskusT dan sanksi pajakT. KuesionerT selanjutnyaT diisi oleh 
WajibTPajakTBumiT dan BangunanT DesaT SlarangT Kidul. T 
PenyebaranT kuesionerT dilakukanT selamaT 2 mingguT dengant 
menemuiT WajibT PajakT BumiT dan BangunanT di DesaT 
SlarangTKidulT secara langsung. T ProsesT pengembalianTkuesionerT 
ditungguT dan diambilT langsungT pada saat penyebaranT kuesionerT 
tersebut. T ApabilaT kuesionerT tidak bisa diselesaikanT atau diambilT 
pada hariT itu juga, T makaT penelitiT akan mengambilT kembaliT 
kuesionerT tersebutT di lain hariT dalam jangkaT waktuT 1-2 hari 
tberikutnya. BerikutT adalah ringkasanT penyebaranT dan  
pengembalianT kuesionerT : 
Tabel 4.1 
Penyebarant dant Pengembaliant KuesionerT 
 
No. Keterangan t Jumlah t % 
1. Kuesioner yang dikirimT 96 100 % 
2. Kuesioner yang kembaliT 96 100 % 
3. Kuesioner yang tidak kembaliT 0 - 
4. Kuesioner yang dapat digunakanT 96 100 % 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021  
2. KarakteristikT RespondenT 
KarakteristikT respondenT dapatT dilihatT dariT 
demografiTrespondenT yang meliputiT jenisT kelamin, T usia,t tingkatt 
pendidikan, tpekerjaan t dan tingkat t pendapatan t di Desa t Slarang t 


















Laki-Laki t 73   76,04 % 
Perempuan t 23   23,96 % 
Total t Jumlah t 96 100 % 
2. 
Usia t 
≤ 30 Tahun t 5     5,21 % 
31-40 Tahun t 25   26,04 % 
41-50 Tahun t 35   36,46 % 
> 51 Tahun t 31   32,29 % 





Tidak t Sekolah t 7     7,29 % 
SD t 29   30,21 % 
SMP t 24 25 % 
SMA t 19   19,79 % 
Perguruan t Tinggi t 17   17,71 % 
Total t Jumlah t 96 100 % 
4. 
Pekerjaan t 
PNS t 6     6,25 % 
Swasta t 19   19,79 % 
Petani t 33   34,38 % 
Pedagang t 13   13,54 % 
Lainnya t 25   26,04 % 





≤ 750.000 23 23,96 % 
> 750.000 - 1.500.000 31 32,29 % 
> 1.500.000 - 2.250.000 15 15,62 % 
> 2.250.000 - 3.000.000 9  9,38 % 
 > 3.000.000 18 18,75 % 
Total t Jumlah t 96 100 % 





Berdasarkan t hasil t penelitian t yang telah t dilakukan t dari 
penyebaran t kuesioner, t maka diperoleh t data t pada tabel t 5 dari 
wajibt pajak t yang menjadi t responden t di Desa t Slarang t Kidul 
tKecamatan t Lebaksiu t Kabupaten t Tegal. t Dari tabel t 4.2 diketahui 
tbahwa t responden t laki-laki t memiliki t jumlah t lebih t banyak  
dibandingkan t dengan t jumlah t responden t perempuan  yaitu  sebanyak 
73 orang t atau sebesar t 76,04 % sedangkan t responden t perempuan 
sebanyak t 23 orang t atau sebesar t 23,96 %.  
Nampak t juga t responden t yang memiliki t usia t 41 – 50 
berjumlah t paling t banyak t yaitu 35 orang t atau sebesa t r 36,46 % 
sedangkan t yang paling t sedikit t adalah t responden t yang merniliki 
usia t ≤ 30 Tahun t berjumlah t 5 orang t atau sebesar t 5,21 %. tScbagian 
besar t tingkat t pendidikan t responden t di Desa t Slarang t Kidul  
adalah lulusan t SD yaitu sebanyak t 29 orang t atau sebesar t 30,21 % 
sedangkan t tingkat t terkecil t adalah t tidak sekolah t yaitu 7 orang t atau 
sebesar t 7,29 %. 
Pekerjaan t pokok t responden t di Desa t Slarang t Kidul 
mayoritas t adalah petani t yaitu sebanyak t 33 orang t atau scbesar  34,38 
% dan yang paling t sedikit t adalah PNS yaitu sebanyak t 6 orang t atau 
sebesar t 6,25 %. Untuk t tingkat t pendapatan t respondennya t pun 
paling t banyak t di kisaran t lebih dari 750.000 - 1.500.000 rupiah t per 





sedikit t pendapatannya t di kisaran t lebih dari 2.250.000 - 3.000.000 
rupiah t per bulan t yaitu sebanyak t 9 orang t atau sebesar t 9,38 %. 
3. Uji tValiditas tdan Reliabilitas t 
a. Uji Validitas t 
Uji t Validitas t digunakan t untuk mengukur t sah t atau valid  
dan tidaknya t suatu t kuesioner. t Kuesioner t dikatakan t valid t jika 
pertanyaan t pada kuesioner t mampu t untuk mengungkapkan 
sesuatu t yang akan di ukur t oleh kuesioner t tersebut t (Ghozali, 
2018). Nilai t korelasi t dibandingkan t dengan r tabel, t r tabel  
dicari t pada signifikansi t 5% dengan (N) = 96 atau df = 94, maka di 
dapat t r tabel t sebesar t 0,195. Jika t r hitung t > t r tabel t maka 
kuesioner t dikatakan t valid, t jika t r hitung t < t r tabel t maka 
kuesioner t dikatakan t tidak t valid. t 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas t 
Variabel t No. Soal Pearson t Corrclation  Ketcrangan 
Tingkat t 
Pendidikan t 
PPD1 1,000 Valid t 
Tingkat t 
Pendapatan t 
PPT1 1,000 Valid t 
Nasionalisme t 
PN1 0,490 Valid t 
PN2 0,682 Valid t 
PN3 0,635 Valid t 
PN4 0,573 Valid t 
PN5 0,518 Valid t 
PN6 0,789 Valid t 








PP1 0,476 Valid t t 
PP2 0,754 Valid t t 
PP3 0,477 Valid t t 
PP4 0,699 Valid t 
PP5 0,798 Valid t 
PP6 0,725 Valid t 
PP7 0,496 Valid t 
PP8 0,637 Valid t 
Sanksi t Pajak t 
PS1 0,660 Valid t 
PS2 0,713 Valid t 
PS3 0,567 Valid t 
PS4 0,384 Valid t 
PS5 0,801 Valid t 
PS6 0,560 Valid t 
PS7 0,560 Valid t 
PS8 0,589 Valid t 
Kepatuhan t 
Wajib Pajak t 
PK1 0,691 Valid t 
PK2 0,652 Valid t 
PK3 0,686 Valid t 
PK4 0,615 Valid t 
PK5 0,496 Valid t 
PK6 0,463 Valid t 
PK7 0,644 Valid t 
PK8 0,378 Valid t 
PK9 0,659 Valid t 
Sumber t: Data t primer t yang t diolah, t 2021 
Dari t tabel t diatas t menunjukkan t seluruh t pcrnyataan  
memiliki t r hitung t > t r tabel. T Maka t dari data t tersebut t dapat 






b. Uji Reliabilitas t t 
Reliabilitas t (keandalan) t adalah alat t yang digunakan  
untuk mengukur t konsistensi t dari serangkaian t pengukuran t atau 
serangkaian t alat t ukur. t Suatu t kuesioner t dikatakan t rcliabel 
atau handal t jika jawaban t seseorang t terhadap t pernyataant adalah 
konsisten t atau stabil t dari waktu t ke waktu. t Suatu t variabel  
dikatakan t reliabel t apabila t memiliki t Cronbach’s t Alpha t lebih 
dari 0,60. Cronbach's t Alpha t merupakan t uji t reliabilitas t untuk 
alternatif t jawaban t lebih t dari dua t (Ghozali, 2016). 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Reliabilitas t 
Variabel t Cronbach's Alpha  N of items  Keterangan 
Nasionalisme t 0,737 7 Reliabel t 
Kualitas t 
Pelayanan Fiskus 
0,772 8 Reliabel t 
Sanksi t Pajak t 0,754 8 Reliabel t 
Kepatuhan t 
Wajib t Pajak t 
0,738 9 Reliabel t 
Sumber t : t Data t primer t yang t diolah, t 2021 
Dari t tabel t 4.4 diketahui t bahwa t koefisien t rcliabilitas 
variabel t nasionalisme t sebesar t 0,737, kualitas t pelayanan t fiskus 
sebesar t 0,772, sanksi t pajak t sebesar t 0,754, dan kcpatuhan  wajib 
pajak t sebesar t 0,738. Maka t keempat t variabel t tersebut t dapat 
dikatakan t reliabel, t karena t memiliki t koefisien t cronbach’s 





dan tingkat t pendapatan t tidak dapat t diuji t reliabilitas t karena 
hanya t memiliki t satu t alat t ukur. t 
4. Uji  Statistik Deskriptif t 
Statistik t deskriptif t berfungsi t memberikan t gambaran t atau 
deskriptif t suatu t data t dalam t penelitian t yang dapat t dilihat t dari 
rata-rata t (mean) dan standar t deviasi. t Nilai t terendah t adalah t nilai 
terkecil t dari t distrbusi suatu t data t sedangkan nilai t tertinggi t adalah 
nilai t terbesar t dari distribusi t suatu t data. t Pengukuran t nilai t rata-
rata t (mean) merupakan t suatu t pengukuran t yang umum tdigunakan  
atau dipakai t dalam mengukur t nilai t sentral t dari distribusi t suatu 
data. t Adapun t hasil t analisis t statistik t deskriptif t dalam t penelitian  
ini adalah t sebagai t berikut : 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Statistik Deskriptif t 
 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
Berdasarkan t tabel t 4.5 dapat t dilihat t bahwa t jumlah t 
responden t yang dijadikan t sebagai objek t penelitian t adalah 96 t 





a. Kepatuhant Wajibt Pajak t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 
diketahui t bahwa variabel t kepatuhan wajib pajak dengan t jumlah 
(N) sebesar 96 t memiliki t nilai t rata-rata (Mean) sebesar 37,0938 
satuan dan t standar t deviasi (Std. Deviation) sebesar 4,42975 
satuan, t artinya t nilai mean t lebih besar daripada t nilai t standar 
deviasi. t Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel 
kepatuhan wajib pajak pada posisi t normal t dan tidak  
menyebabkan t bias t karena standar t deviasi t merupakan 
pencerminan t penyimpangan t yang sangat tinggi. 
b. Tingkat Pendidikan t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 
diketahui t bahwa variabel t tingkat pendidikan dengan jumlah t (N) 
sebesar 96 memiliki t nilai t rata-rata t (Mean) sebesar 3,1042 satuan 
dan standar t deviasi t (Std. Deviation) sebesar 1,22671 satuan, 
artinya t nilai t mean lebih besar daripada nilai t standar t deviasi. 
Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel t tingkat 
pendidikan pada posisi t normal t dan tidak menyebabkan t bias 
karena standar t deviasi t merupakan pencerminan t penyimpangan 
yang sangat tinggi. 
c. Tingkat Pendapatan t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 





sebesar 96 memiliki nilai t rata-rata t (Mean) sebesar 2,6771 satuan 
dan standar t deviasi t (Std. Deviation) sebesar 1,43266 satuan, 
artinya nilai t mean t lebih besar daripada nilai t standar t deviasi. 
Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel t tingkat 
pendapatan pada posisi t normal t dan tidak menyebabkan t bias 
karena standar t deviasi t merupakan t pencerminan t penyimpangan 
yang sangat tinggi. 
d. Nasionalisme t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 
diketahui t bahwa variabel t nasionalisme dengan jumlah t (N) 
sebesar 96 memiliki nilai t rata-rata t (Mean) sebesar 31,0625 satuan 
dan standar t deviasi t (Std. Deviation) sebesar 2,68647 satuan, 
artinya nilai t mean t lebih besar daripada nilai t standar t deviasi. 
Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel 
nasionalisme pada posisi t normal t dan tidak menyebabkan t bias 
karena standar t deviasi t merupakan pencerminan t penyimpangan 
yang sangat tinggi. 
e. Kualitas Pelayanan Fiskus t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 
diketahui t bahwa variabel t kualitas pelayanan fiskus dengan 
tjumlah (N) sebesar 96 memiliki t nilai rata-rata t (Mean) sebesar 
33,1979 satuan dan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 3,53217 





deviasi. t Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel 
kualitas pelayanan fiskus pada posisit normal dan tidak 
menyebabkan t bias t karena standar t deviasi t merupakan 
pencerminan t penyimpangan t yang sangat tinggi. 
f. Sanksi Pajak t 
Berdasarkan t hasil t uji t statistik t deskriptif t di atas dapat 
diketahui t bahwa variabel t sanksi pajak dengan jumlah t (N) 
sebesar 96 memiliki t nilai t rata-rata t (Mean) sebesar 31,2188 
satuan dan standar t deviasi t (Std. Deviation) sebesar 4,73776 
satuan, artinya nilai t mean t lebih besar daripada nilai t standar 
deviasi. t Hal ini menunjukkan t bahwa penyebaran t data t variabel 
sanksi pajak pada posisi t normal t dan tidak menyebabkan t bias 
karena standar t deviasi t merupakan pencerminan t penyimpangan 
yang sangat tinggi. 
5. Uji Asumsi Klasik t 
Ujit asumsit klasikt yang dilakukan dalam penelitiant ini antara 
lain adalah ujit normalitas, tuji multikolinieritas, tdan uji 
heteroskedastisitas. t 
a. Uji Normalitast 
Ujit normalitast bertujuant untuk mengujit apakah dalam 
modelt regresi, t variabelt pengganggut atau residualt mempunyai 
distribusit normalt atau tidak normal. t Dalam penelitiant ini 





normalitast dilakukant dengan menggunakant ujit Kolmogorov-
Smirnovt dengan cara melihatt nilait probabilitasnya. t Kriteria 
pengambilant keputusant adalah jika nilait Asymp. Sig > 0,05 maka 
datat residualt berdistribusit normalt dan jika nilait Asymp. Sig < 
0,05 maka datat residualt tidak berdistribusit normal. t 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas 
 
Sumbert : tData tprimer tyang tdiolah, 2021 
Tabelt hasilt ujit normalitast di atas menujukkant nilai 
signifikansit yaitu sebesar 0,096 > 0,05 sehingga datat residual 
tersebut dapat dinyatakant berdistribusit normalt dan modelt regresi 
layakt untuk dipakait dalam penelitiant ini. 
b. Uji Multikolinearitast 
Ujit Multikolinearitast pada dasarnyat bertujuant untuk 





korelasit antar variabelt bebas. t Multikolinearitast dapat dilihatt dari 
perhitungant nilait Tolerance dan Varian Inflation Factor (VIF). 
Suatut modelt regresit dikatakant tidak memiliki tkecenderungan 
adanyat gejalat multikolinearitast adalah apabilat memiliki tnilai 
Tolerance lebih dari 0,10 dan nilait Varian Inflation Factor (VIF) 
yang kurang dari 10. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Sumbert : tData tprimer tyang tdiolah, 2021 
Tabelt di atas menunjukkant nilai Tolerance untuk tvariabel 
tingkat pendidikan 0,721, tingkat pendapatan 0,826, nasionalisme 
0,513, kualitas pelayanan fiskus 0,631, dan sanksi pajak 0,696. 
Sedangkan nilait VIF untuk variabelt tingkat pendidikan 1,387, 
tingkat pendapatan 1,210, nasionalisme 1,950, kualitas pelayanan 
fiskus 1,584, dan sanksi pajak 1,436. Dari hasilt tersebut dapat 
dikatakant tidak terjadi multikolinearitast pada kelima tvariabel 






c. Uji Heteroskedastisitast 
Ujit heteroskedastisitast digunakant untuk mengujit apakah 
dalam modelt regresit terjadi ketidaksamaant variant dari tresidual 
pada satu pengamatant ke pengamatant yang lain. t Salaht satut uji 
statistikt yang diangapt mamput menghilangkant unsurt biast dan 
lazimt digunakant adalah ujit glejser. t Ujit glejsert dilakukan dengan 
cara meregresikant antara variabelt independent dengan nilait absolut 
residualnyat (ABS_RES). t Modelt regresit dikatakant tidak tterjadi 
heteroskedastisitast dalam ujit glejsert jika nilait signifikansit yang 
dihasilkant lebih dari 0,05. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumbert : tData tprimer tyang tdiolah, 2021 
Berdasarkant tabelt di atas diketahuit bahwa tnilai 
signifikansit (Sig.) variabelt tingkat pendidikan 0,149, tingkat 
pendapatan 0,494, nasionalisme 0,785, kualitas pelayanan fiskus 
0,260, dan sanksi pajak 0,148. Karena nilait signifikansit (Sig.) 





pengambilant keputusant dalam ujit glejser, t dapat tdisimpulkan 
bahwa tidak terjadit gejalat heteroskedastisitast dalam modelt 
regresi. t 
6. Analisis Regresi Linear Bergandat 
Analisist regresit lineart bergandat merupakant suatut metode 
analisist hipotesist penelitiant untuk mengujit ada tidaknya tpengaruh 
antara dua atau lebih variabelt independent dengan variabelt dependen 
yang dinyatakant dalam bentukt persamaan. t Modelt regresit linear 
bergandat yang baik adalah yang memenuhit kriteriat ujit asumsit klasik 
yaitu harus berdistribusit normalt dan bebast dari tmultikolinearitas, 
heteroskedastisitas, t serta autokorelasit (khusust untuk datat time series). 
Dari analisist sebelumnyat terbuktit bahwa modelt dalam penelitiant ini 
memenuhit kriteriat asumsit klasikt sehingga modelt dalam penelitiant ini 
dianggapt baik. t 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
 





tBerdasarkan thasil tpengolahan tdata tpada tabel 4.9, maka 
diperoleht persamaant regresit lineart bergandat sebagait berikutt : 
Y = 1,258 + 0,489X1 - 0,357X2 + 0,468X3 + 0,420X4 + 0,218X5 + ε 
Dari persamaant regresit diatas dapat dijelaskant bahwa : 
a. Nilait konstantat adalah sebesar 1,258 artinya jika tanpa 
dipengaruhit variabelt tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 
nasionalisme, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, maka 
kepatuhant wajib pajakt akan mempunyait nilai sebesar 1,258. 
b. Nilait koefisient dari tingkat pendidikan sebesar 0,489 tbernilai 
positif, t artinya jika terjadit peningkatant variabelt tingkat 
pendidikan, maka besarnyat kepatuhant wajibt pajakt akan tnaik 
sebesar 0,489 . 
c. Nilait koefisient dari tingkat pendapatan sebesar 0,357 tbernilai 
negatif, t artinya jika terjadit peningkatant variabelt tingkat 
pendapatan, maka besarnyat kepatuhant wajibt pajakt akan 
tturun sebesar 0,357. 
d. Nilait koefisient dari nasionalisme sebesar 0,468 tbernilai 
positif, t artinya jika terjadit peningkatant variabelt 
nasionalisme, maka besarnyat kepatuhant wajibt pajakt akan 
naikt sebesar 0,468. 
e. Nilait koefisient dari kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,420 
bernilait positif, t artinya jika tterjadi tpeningkatan tvariabel 





pajakt akan naikt sebesar 0,420. 
f. Nilait koefisient dari sanksi pajak sebesar 0,218 tbernilai tpositif, 
artinya jika tterjadi tpeningkatan tvariabel sanksi pajak, maka 
besarnyat kepatuhant wajibt pajakt akan naikt sebesar 0,218. 
7. Uji Parsial  (Uji t) 
Ujit tt dilakukant untuk mengetahuit pengaruht masing-masing 
atau parsialt antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, nasionalisme, 
kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhant wajib 
pajak. t Secarat parsialt pengaruht dari masing-masingt variabelt tersebut 
dapat dilihatt padat tabelt berikutt : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 
Sumbert : tData tprimer tyang tdiolah, 2021 
Berdasarkant tabelt 4.10 di atas, diperoleht hasilt sebagai berikutt : 
a. Variabelt tingkat pendidikant diperoleht nilait koefisient yang 
bertandat positift 0,489 dengan nilait signifikansit (Sig.) sebesar 
0,104 > 0,025 dan nilai t hitung 1,644 < t tabel 1,990 (α = 0,025, df = 





pengaruht tingkatt pendidikan terhadap kepatuhan wajibt pajak. t 
b. Variabelt tingkat pendapatant diperoleht nilait koefisient yang 
bertandat negatift 0,357 dengan nilait signifikansit (Sig.) sebesar  
0,138 > 0,025 dan nilai t hitung -1,497 < t tabel 1,990 (α = 0,025, df 
= (96-5-1=90)), sehingga dapat disimpulkant bahwa tidak terdapat 
pengaruht tingkat pendapatant terhadap tkepatuhan wajibt pajak. t 
c. Variabelt nasionalismet diperoleht nilait koefisient yang tbertanda 
positift 0,468 dengan nilait signifikansit (Sig.) sebesar  0,005 < 0,025 
dan nilai t hitung 2,903 > t tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), 
sehingga dapat disimpulkant bahwa terdapat pengaruht positif 
tnasionalisme terhadap kepatuhant wajibt pajak. t 
d. Variabelt kualitast pelayanant fiskus diperoleht nilait koefisient yang 
bertandat positift 0,420 dengan nilait signifikansit (Sig.) sebesar  
0,000 < 0,025 dan nilai t hitung 3,796 > t tabel 1,990 (α = 0,025, df = 
(96-5-1=90)), sehingga dapat disimpulkant bahwa terdapatt 
pengaruht positift kualitastt pelayanant fiskus terhadap kepatuhant 
wajibt pajak. t 
e. Variabelt sanksi pajak diperoleht nilait koefisient yang tbertanda 
positift 0,218 dengan nilait signifikansit (Sig.) sebesar  0,007 < 0,025 
dan nilai t hitung 2,776 > t tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), 
sehingga dapat disimpulkant bahwa tterdapat pengaruht positif 






8. Ujit Kelayakant Modelt (Goodnesst oft Fitt Models) 
Goodnesst oft fit tmodelst adalah ujit yang digunakant untuk 
mengujit kelayakant modelt yang digunakant dalam tpenelitian. 
Goodnesst oft fitt modelst dapatt dilihatt dari nilait ujit F analysist of 
variancet (ANOVA). Apabilat nilait F hitung > F tabel dan probabilitas 
signifikansi < 0,05 maka ujit modelt ini layakt untuk digunakant pada 
penelitian. t Sebaliknya, apabilat nilai F hitung < F tabel dan tprobabilitas 
signifikansit > 0,05 maka ujit modelt ini tidak layakt untuk tdigunakan 
pada tpenelitian. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Models) 
 
Sumbert : tData tprimer tyang tdiolah, 2021 
Berdasarkant tabelt 4.11 di atas, diketahuit nilait F hitung 22,786 
> F tabel 2,30 dan probabilitast signifikansit adalah sebesar 0,000 < 0,05. 
Maka dapat disimpulkant bahwa ujit modelt ini layakt untuk tdigunakan 
dalam tpenelitian. 
9. Koefisient Determinasit (R2) 
Koefisient Determinant (R2) melaluit nilait Adjustedt R tSquare 





kontribusit seluruht variabelt independent terhadapt variabelt dependen. 
Hasilt pengujiant ini sebagait berikutt : 
Tabel 4.12 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
Berdasarkant tabelt di atas diketahuit nilait Adjustedt R tSquare 
sebesar 0,534, hal ini mengandungt arti bahwa pengaruht variabelt tingkat 
pendidikant (X1), tingkat tpendapatan (X2), nasionalismet (X3), tkualitas 
pelayanant fiskus (X4), dan sanksit pajakt (X5) secara tbersama-sama 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 53,4 % dan sisanya 
sebesar 46,6 % dipengaruhit oleh variabelt lain yang tidak di tteliti. 
 
C. Pembahasan 
Penelitiant ini bertujuant untuk mengetahuit pengaruht tingkat 
pendidikan, tingkatt pendapatan, tnasionalisme, tkualitas tpelayanan fiskus, 
dan sanksi tpajak terhadap tkepatuhan twajib tpajak tbumi dan tbangunan di 
Desat Slarangt Kidult Kecamatant Lebaksiut Kabupatent Tegal. Berikutt ini 





1. Hipotesist pertamat (H1) didugat tingkatt pendidikant berpengaruh 
tpositif terhadapt kepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant di tDesa 
Slarangt Kidul. t 
Berdasarkant hasilt ujit statistikt t, variabelt tingkat tpendidikan 
memiliki nilait koefisient yang bertandat positift 0,489 dengan tnilai 
signifikansit (Sig.) sebesar 0,104 > 0,025 dan tnilai t hitung 1,644 < t 
tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), yang berarti hipotesis tidak 
diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabelh tingkatt pendidikant 
tidak berpengaruhtt terhadap kepatuhant wajibt pajakt bumit dan 
bangunant di Desat Slarangt Kidul.  
Tingkatt pendidikant tidak mempengaruhit kepatuhant wajib 
pajakt karena pada kenyataannyat saat ini wajibt pajakt yang tmemiliki 
tingkatt pendidikant tinggit malah banyak melakukant penyelewengant di 
bidangt perpajakant karena mempunyait pengetahuant lebih tentang 
perpajakant dan memahamit berbagait macamt celahnya, ttingkat 
pendidikant rendaht wajibt pajakt juga tidak menjamint orangt akan 
enggant melaksanakant kewajibant perpajakannya. t 
Hasilt penelitian ini didukungt oleh penelitiant Pratiwi (2020) 
yang menyatakant bahwa variabelt tingkatt pendidikant tidak ada 
pengaruht secara signifikant terhadap kepatuhant dalam tmembayar 
pajakt bumit dan bangunant perdesaant dan tperkotaan. Hasilt penelitian 





(2015) dan Fitriyeni (2016) bahwa adanyat pengaruht positift tingkat 
pendidikant pendidikant terhadapt kepatuhant wajibt pajak. 
2. Hipotesist keduat (H2) didugat tingkatt pendapatant berpengaruht positif 
terhadap kepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant di Desat Slarang 
Kidul. t 
Berdasarkant hasilt ujit statistikt t, variabelt tingkatt pendapatan 
memilikit nilait koefisient yang bertandat negatift 0,357 dengan tnilai 
signifikansit (Sig.) sebesar  -1,497 < t tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-
1=90)), yang berarti hipotesis tidak diterima dan dapat disimpulkan 
bahwa variabelt tingkatt pendapatant tidak jberpengaruht terhadap 
kepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant di Desat Slarangt Kidul. 
Tingkatt pendapatant tidak tmempengaruhi tkepatuhan twajib 
pajakt karena jumlaht Pajakt Bumit dan Bangunant yang dibayart tidak 
terlalut besar, dan pembayarant Pajakt Bumit dan Bangunant pun thanya 
dilakukant satut kalit dalam tsatu ttahun. Wajibt pajakt yang 
berpendapatant tinggit belumt tentut patuht dalam membayart pajak 
begitu juga sebaliknyat wajibt pajakt yang berpendapatant rendaht belum 
tentut tidak patuht dalam tmembayar tpajak. 
Hasilt penelitiant ini didukungt oleh Isawati (2016) yang 
menyatakant bahwat variabelt pendapatant berpengaruht negatift dan 
tidak signifikant terhadapt kepatuhant wajibt pajakt dalam tmembayar 
pajakt bumit dan tbangunan. Hasilt penelitiant ini tidak tsejalan dengan 





bahwa variabelt tingkatt pendapatant berpengaruht positift dan 
signifikant terhadapt kepatuhant wajibt pajakt dalam tmebayar tpajak 
bumit dan tbangunan. 
3. Hipotesist ketigat (H3) didugat nasionalismet berpengaruht positif 
terhadap kepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant di Desat Slarang 
Kidul. t 
Berdasarkant hasilt ujit statistikt t, variabelt nasionalisme 
memilikit nilait koefisient yang bertandat positift 0,468 dengan tnilai 
signifikansit (Sig.) sebesar  0,005 < 0,025 dan nilai t hitung 2,903 > t 
tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), yang tberarti hipotesis  
diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabelt nasionalisme 
berpengaruht positift terhadap tkepatuhan wajibt pajakt bumit dan 
bangunant di Desat Slarangt Kidul.  
Nasionalismey mempengaruhiy kepatuhany wajiby pajaky karena 
wajiby pajaky yang ymemiliki yrasa ynasionalisme akan ytimbul yrasa 
tanggungjawaby untuk ymembangun dan ymemajukan ybangsa dan 
negaranyay sehingga ywajib pajaky akan ymelaksanakan ykewajiban 
perpajakannyay dan ymeningkatkan kepatuhany wajiby pajaky dalam 
membayaryyPajak yBumi dan yBangunan. 
Hasily penelitiany ini ydidukung oleh ypenelitian yang dilakukan 
Purnamasarik (2017), yDarmawan, A., yMulyadi, E., & yDahlan, J. A. 





menyatakan bahwa variabel nasionalisme berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 
4. Hipotesist keempatt (H4) didugat kualitast pelayanantnfiskus 
berpengaruht positift terhadapt kepatuhant wajibt pajakt bumit dan 
bangunant di Desat Slarangt Kidul. t 
Berdasarkant hasilt ujit statistikt t, variabelt kualitast pelayanan 
fiskust memilikit nilait koefisient yang bertandat positift 0,420 dengan 
nilait signifikansit (Sig.) sebesar  0,000 < 0,025 dan nilai t hitung 3,796 > 
t tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), yang berarti hipotesis  
diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabelt kualitast pelayanan 
fiskust berpengaruht positift terhadap kepatuhant wajibt pajakt bumit dan 
bangunant di Desat Slarangt Kidul. 
Kualitasy pelayanany fiskusy mempengaruhiy kepatuhany wajib 
pajakn karena ysemakin ybaik ypelayanan yfiskus yang ydiberikan 
kepada ywajib ypajak maka ykepatuhan ywajib ypajak pun akan 
semakinyymeningkat, begitu juga dengan yburuknya ypelayanan yfiskus 
maka ykepatuhan ywajib ypajak pun akan semakin ymenurun. 
Hasil ypenelitian ini ydidukung oleh ypenelitian yang 
dilakukanyFitrianingsihy (2018), yHarmawati (2016) dan yParera (2017) 
yang menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus secara parsial 





5. Hipotesist kelimat (H5) didugat sanksit pajakt berpengaruht positif 
terhadap kepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant di Desat Slarang 
Kidul. t 
Berdasarkant hasilt ujit statistikt t, variabelt sanksit pajak 
memilikit nilait koefisient yang bertandat positift 0,218 dengan tnilai 
signifikansit (Sig.) sebesar  0,007 < 0,025 dan nilai t hitung 2,776 > t 
tabel 1,990 (α = 0,025, df = (96-5-1=90)), yang berarti hipotesis  diterima 
dan dapat disimpulkan bahwa variabelt sanksit pajakt berpengaruht 
positift terhadap tkepatuhan wajibt pajakt bumit dan bangunant di tDesa 
Slarang tKidul. 
Sanksiy pajaky mempengaruhiy kepatuhany wajiby pajaky karena 
semakiny tinggiy sanksiy pajaky yang ydiberikan maka ysemakin ytinggi 
tingkaty kepatuhany wajiby pajaky dalam ymembayar PBB. yWajib 
pajaky yang melanggary peraturany akan ysemakin ytakut untuk 
melanggary dan akan lebih patuhy dalam ymelakukan ykewajibannya 
jika ysanksi yang ydiberikan ysemakin berat. 
Hasil ypenelitian ini ydidukung oleh ypenelitian yang ydilakukan 
Syaifuly (2016), yPurnamasari (2017) dan yIsawati (2016) yang 
menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulant 
Berdasarkant hasilt penelitiant yang telah tdilakukan pada uji parsial 
(uji t), maka dapat diambilt kesimpulant sebagait berikutt : 
1. Tingkatt pendidikant tidaktnberpengaruht positift terhadap mkepatuhan 
wajibt pajakt bumit dan bangunant di tDesa tSlarangt Kidul. 
2. Tingkatt pendapatant tidak nberpengaruht positift terhadapt kepatuhan 
wajibt pajakt bumit dan bangunant di tDesa tSlarang tKidul. 
3. Nasionalismet nberpengaruht positift terhadap tkepatuhan twajib tpajak 
bumit dan bangunant di tDesa tSlarang tKidul. 
4. Kualitast pelayanant fiskust nberpengaruht positift terhadap nkepatuhan 
wajibt pajakt bumit dan bangunant di tDesa tSlarang tKidul. 
5. Sanksit pajakt nberpengaruht positift terhadapt kepatuhant wajib npajak 
bumit dan bangunant di tDesa tSlarang tKidul. 
 
B. Sarant  
Berdasarkant hasilt penelitian, tpembahasan, dan tkesimpulan yang 
tdiperoleh, maka sarant yang dapat diberikant sebagait berikutt : 
1. Untuk menambaht pengetahuant masyarakatt tentang tpajak, maka 
upayat pemberiant pengetahuant tidak hanya dapat dilakukant melalui 





bukut panduant pajakt dan tsarana lainnya sehingga dengan ttingkat 
pengetahuant yang cukup baik, maka akan tmewujudkan twajib tpajak 
yang tsadar tpajak, lebih mengertit dan memahamit akan tpentingnya 
membayar tpajak. 
2. Untuk Pemerintaht Desat Slarangt Kidult agar dapat tmenjaga tjiwa 
nasionalismet warganyat melalui programt yang bisa tmeningkatkan 
patriotismet dalam upayat kehidupant berbangsat dan tbernegara, 
kualitast layanant yang lainnyat yang sudah cukup baikt untuk lebih 
ditingkatkant atau tdipertahankan, dan tmemberikan tsanksi yang ttegas 
pada wajibt pajakt yang lalait atau kurang patuht guna tmeningkatkan 
kepatuhant dan tpendapatan tdaerah pada tsektor tPajak tBumi dan 
Bangunant Perdesaant dan tPerkotaan.   
3. Penelitiant ini hanya memfokuskant pada 5 variabelt independent yaitu 
tingkatt pendidikan, ttingkat tpendapatan, tnasionalisme, tkualitas 
pelayanant fiskust dan tsanksi tpajak. Makat bagi tpeneliti tselanjutnya 
disarankant untuk tmenambah tvariabel tindependen lain sehingga 
memperoleht hasilt penelitiant yang lebih baikt serta tdiharapkan dapat 
memperluast lingkupt penelitiant agar dapat tmemberikan tkontribusi 
yang lebih, seperti melakukant perbandingant diantara beberapa tdesa 
atau dua kota/kabupatent yang tberbeda. 
4. Penelitit juga menyarankant untuk para penelitit selanjutnyat agar dapat 
menggunakant peraturan-peraturant baru yang trelevan, karena tperaturan 





berjalannyat waktut dan kebijakant barut serta dapat tmenggunakan 
penelitiant kalit ini dengan lebih tdikembangkan, seperti tmelakukan 
penelitiant dengan jumlaht populasit serta sampelt lebih banyak lagi 
sehingga datat yang diperoleht dapat digeneralisasikant lebih tbaik. 
5. Berdasarkant hasilt ujit koefisient determinasi, tpengaruh tvariabel 
independent terhadaptkepatuhant wajibt pajakt bumit dan bangunant pada 
penelitiant ini adalah sebesar 53,4 % sisanya sebesar 46,6 % tdipengaruhi 
oleh variabelt laint yang tidak di tteliti. Maka bagi tpeneliti tselanjutnya 
disarankant untuk menggunakant variabelt laint yang lebih tberpengaruh 
terhadap kepatuhant wajibt pajakt seperti tpengetahuan twajib tpajak, 
kesadarant wajibt pajak, tkepercayaan twajib tpajak terhadap pemerintah, 
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A. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan 
mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan 
memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan. 
3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu 
jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami. 
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan 
keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap 
pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. 
5. Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai 
berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
KS : Kurang Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
B. Data Responden 
1. Nama  :     
2. Jenis Kelamin :   Laki-Laki          Perempuan 
3. Usia   :  Tahun 
4. Pendidikan Terakhir :     Tdk Sekolah          SD            SMP 
        SMA          Diploma            Sarjana 
     Magister         Doktor 
5. Pekerjaan  :    PNS          Swasta            Petani 










C. Daftar Pernyataan 
1. Kepatuhan Wajib Pajak 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. 
Saya membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan tepat 
waktu/sebelum jatuh 
tempo 
                                                  
2. 
Saya tidak mempunyai 
tunggakan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
3. 
Dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan saya 
tidak pernah mengalami 
hambatan atau kendala 
     
4. 
Selama membayar pajak 
saya berusaha mematuhi 
peraturan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
5. 
Saya menjalankan 
kewajiban sebagai wajib 
pajak karena ada paksaan 
dari pihak fiskus 
     
6. 
Saya tidak pernah 
mendapat sanksi denda 
atau pidana karena lalai 
membayar pajak 
     
7. 
Saya bersedia memberi 
informasi tentang objek 
Pajak Bumi dan Bangunan 
yang saya miliki kepada 
petugas pajak jika 
membutuhkan informasi 
tersebut 
     
8. 
Informasi objek Pajak 
Bumi dan Bangunan yang 
saya berikan adalah sesuai 
dengan objek pajak yang 
saya miliki 
     
9. 
Apabila terjadi perubahan 
harta kekayaan (tanah dan 
bangunan) yang saya 
miliki, saya selalu 
melaporkan hal tersebut 















1. Bapak    
2. 
Anggota keluarga 
yang lain : 
   
 a. Istri    
 b. Anak laki-laki *    
 c. Anak perempuan 
* 
   
 Total pendapatan 
selama satu bulan 
   






STS TS KS S SS 
1. 
Saya bangga menjadi 
bagian warga negara 
Indonesia 





membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
3. 
Saya ikut berperan aktif 
dalam pembangunan 
daerah dengan membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan 
     
4. 
Taat pajak merupakan 
salah satu wujud cinta 
terhadap tanah air 
     
5. 
Saya berkeyakinan bahwa 
melaksanakan kewajiban 
perpajakan merupakan 
tindakan sebagai warga 
negara yang baik 
     
6. 











Dengan membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan 




     
(Purnamasari, 2017) 
 
4. Kualitas Pelayanan Fiskus 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. 
Petugas cepat dalam 
menyampaikan SPPT dan 
informasi lainnya 
mengenai Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
2. 
Dalam menyampaikan 
informasi, petugas selalu 
tanggap dan 
berkomunikasi dengan 
baik, jelas serta dimengerti 
oleh wajib pajak 




jatuh tempo pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan 
     
4. 
Petugas selalu membantu 
apabila ada wajib pajak 
yang mengalami kesulitan 
atau kendala dalam 
membayar pajak 
     
5. 
Petugas cermat dalam 
penyelesaian administrasi 
pembayaran 
     
6. 
Pelayanan pembayaran 
PBB dilayani dengan cepat 
     
7. 
Kotak kritik dan saran 
petugas diperlukan untuk 
perbaikan pelayanan 
     
8. 
Ketika memberikan kritik 
dan saran tentang 
pelayanan, anda diterima 
dengan baik oleh pegawai 
setempat 







5. Sanksi Pajak 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. 
Saya mengetahui bahwa 
terdapat sanksi jika tidak 
membayar atau terlambat 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
2. 
Saya setuju apabila 
terlambat atau tidak 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan 
     
3. 
Pengenaan sanksi Pajak 
Bumi dan Bangunan harus 
dilakukan secara tegas 
kepada semua pihak yang 
melakukan pelanggaran 
     
4. 
Saya membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan tepat 
waktu agar tidak 
dikenakan denda 
     
5. 
Pengenaan denda 2% per 
bulan apabila terlambat 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah wajar 




merugikan negara secara 
material maka dikenai 
sanksi pidana adalah wajar 
     
7. 
Sanksi pajak memacu saya 
untuk membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan 
     
8. 
Sanksi pajak mampu 
membuat saya tidak 
mengulangi kesalahan atas 
keterlambatan pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan 



















































Rekap Data Variabel Tingkat Pendidikan 
 
Responden 
Tingkat Pendidikan (X1) 
Jumlah 
X1.1 
1 3 3 
2 5 5 
3 5 5 
4 4 4 
5 5 5 
6 5 5 
7 2 2 
8 4 4 
9 4 4 
10 1 1 
11 2 2 
12 2 2 
13 2 2 
14 2 2 
15 3 3 
16 3 3 
17 3 3 
18 4 4 
19 4 4 
20 2 2 
21 2 2 
22 2 2 
23 2 2 
24 3 3 
25 1 1 
26 2 2 
27 4 4 
28 5 5 
29 5 5 
30 4 4 
31 3 3 
32 3 3 
33 5 5 
34 3 3 
35 5 5 
36 3 3 
37 3 3 






39 2 2 
40 4 4 
41 2 2 
42 5 5 
43 3 3 
44 4 4 
45 2 2 
46 2 2 
47 4 4 
48 3 3 
49 3 3 
50 2 2 
51 5 5 
52 2 2 
53 5 5 
54 2 2 
55 2 2 
56 5 5 
57 5 5 
58 5 5 
59 5 5 
60 4 4 
61 4 4 
62 3 3 
63 3 3 
64 1 1 
65 3 3 
66 1 1 
67 4 4 
68 4 4 
69 5 5 
70 4 4 
71 2 2 
72 3 3 
73 2 2 
74 2 2 
75 3 3 
76 1 1 
77 1 1 
78 2 2 
79 1 1 
80 3 3 
81 4 4 






83 5 5 
84 4 4 
85 3 3 
86 2 2 
87 2 2 
88 2 2 
89 2 2 
90 3 3 
91 3 3 
92 3 3 
93 2 2 
94 2 2 
95 4 4 























Rekap Data Variabel Tingkat Pendapatan 
 
Responden 
Tingkat Pendapatan (X2) 
Jumlah 
X2.1 
1 4 4 
2 5 5 
3 4 4 
4 3 3 
5 3 3 
6 3 3 
7 3 3 
8 2 2 
9 2 2 
10 2 2 
11 2 2 
12 2 2 
13 2 2 
14 2 2 
15 2 2 
16 2 2 
17 2 2 
18 2 2 
19 1 1 
20 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
23 1 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 1 
27 5 5 
28 5 5 
29 5 5 
30 5 5 
31 5 5 
32 5 5 
33 4 4 
34 3 3 
35 3 3 
36 3 3 
37 3 3 






39 2 2 
40 2 2 
41 2 2 
42 2 2 
43 2 2 
44 2 2 
45 2 2 
46 2 2 
47 2 2 
48 2 2 
49 2 2 
50 1 1 
51 1 1 
52 1 1 
53 1 1 
54 1 1 
55 5 5 
56 5 5 
57 5 5 
58 5 5 
59 5 5 
60 5 5 
61 5 5 
62 5 5 
63 5 5 
64 5 5 
65 4 4 
66 4 4 
67 4 4 
68 4 4 
69 3 3 
70 2 2 
71 2 2 
72 2 2 
73 2 2 
74 2 2 
75 2 2 
76 2 2 
77 2 2 
78 1 1 
79 1 1 
80 5 5 
81 4 4 






83 3 3 
84 3 3 
85 3 3 
86 4 4 
87 3 3 
88 2 2 
89 1 1 
90 1 1 
91 1 1 
92 1 1 
93 1 1 
94 1 1 
95 1 1 




























X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 
1 4 5 5 5 5 5 5 34 
2 5 4 4 4 4 5 4 30 
3 5 4 5 4 4 4 4 30 
4 5 4 5 5 4 5 5 33 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 
7 5 4 4 5 4 4 5 31 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 5 4 5 4 4 4 4 30 
10 5 4 4 4 4 4 4 29 
11 5 4 4 5 4 4 5 31 
12 5 4 4 4 4 4 4 29 
13 5 4 4 4 4 4 4 29 
14 3 4 5 3 3 3 3 24 
15 5 4 4 5 5 4 4 31 
16 5 5 4 5 4 5 5 33 
17 5 4 4 5 5 4 4 31 
18 4 4 4 4 4 5 4 29 
19 5 4 5 4 4 4 4 30 
20 5 4 5 5 4 5 5 33 
21 5 4 5 5 4 5 5 33 
22 5 4 5 5 4 5 5 33 
23 5 4 4 4 4 4 4 29 
24 5 5 5 5 5 5 5 35 
25 5 4 4 5 5 5 4 32 
26 5 5 5 5 5 5 5 35 
27 5 4 4 5 5 4 5 32 
28 4 4 4 5 4 4 4 29 
29 5 5 5 5 5 5 5 35 
30 5 4 4 4 4 4 4 29 
31 5 4 4 4 4 4 4 29 
32 4 5 4 4 4 4 5 30 
33 5 5 5 5 5 5 5 35 
34 4 5 5 5 5 5 5 34 
35 5 5 5 5 4 4 4 32 
36 5 5 5 5 5 5 5 35 
37 5 4 4 4 4 4 4 29 






39 5 4 4 4 4 4 4 29 
40 5 5 4 5 5 5 5 34 
41 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 4 5 4 5 5 5 5 33 
43 5 4 5 5 4 4 4 31 
44 3 4 3 4 4 4 4 26 
45 5 4 4 5 5 5 5 33 
46 3 2 5 4 5 4 4 27 
47 5 4 5 5 4 4 5 32 
48 5 5 4 4 4 4 4 30 
49 5 4 4 4 4 4 4 29 
50 4 5 5 5 5 5 5 34 
51 5 4 4 4 5 3 4 29 
52 3 4 3 4 4 4 4 26 
53 4 4 4 4 5 5 5 31 
54 4 4 4 5 4 4 4 29 
55 3 3 4 5 5 3 4 27 
56 5 4 5 5 5 5 5 34 
57 5 5 5 5 5 5 5 35 
58 5 5 5 5 5 5 5 35 
59 4 5 5 5 5 5 5 34 
60 5 4 4 5 5 4 5 32 
61 5 5 5 5 4 5 5 34 
62 5 4 4 5 4 4 4 30 
63 4 4 4 5 5 3 5 30 
64 3 4 3 5 5 4 5 29 
65 5 5 5 5 5 4 4 33 
66 3 3 4 5 5 3 5 28 
67 3 5 4 5 4 3 5 29 
68 4 5 5 5 4 4 4 31 
69 4 5 5 5 5 5 5 34 
70 4 5 5 5 5 5 5 34 
71 4 5 5 5 5 5 5 34 
72 4 5 5 5 5 5 5 34 
73 5 4 4 5 4 5 4 31 
74 3 2 5 5 5 2 5 27 
75 5 4 4 5 4 4 5 31 
76 3 2 3 5 5 4 5 27 
77 3 3 3 5 4 2 4 24 
78 3 4 4 5 4 3 4 27 
79 5 3 4 5 5 2 4 28 
80 5 4 4 5 5 5 5 33 
81 5 5 4 4 4 3 4 29 






83 4 5 5 5 4 4 4 31 
84 4 5 5 5 5 4 5 33 
85 5 4 4 4 4 4 4 29 
86 5 5 5 5 5 5 5 35 
87 5 4 4 4 4 4 4 29 
88 5 4 4 5 4 5 4 31 
89 5 4 4 5 4 4 4 30 
90 5 4 4 5 5 5 5 33 
91 5 4 5 5 4 5 4 32 
92 5 4 4 5 5 5 5 33 
93 4 4 5 4 5 4 5 31 
94 4 4 4 4 4 4 4 28 
95 5 4 4 4 5 4 4 30 























Rekap Data Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus 
 
Responden 
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) 
Jumlah 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 3 3 2 3 27 
3 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
5 4 4 5 4 4 5 5 5 36 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
7 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
9 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
10 3 3 4 4 4 4 3 4 29 
11 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
12 3 3 4 4 4 3 3 4 28 
13 3 3 4 4 4 3 3 4 28 
14 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
16 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
17 4 4 4 5 4 5 5 4 35 
18 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
19 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
20 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
21 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
22 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
25 4 4 4 4 5 4 5 4 34 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
27 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 4 4 4 3 3 4 4 4 30 






34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
36 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
37 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
38 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
46 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
47 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
48 4 4 5 3 4 4 3 4 31 
49 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
51 4 4 4 5 4 4 5 4 34 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 3 3 5 3 4 4 5 5 32 
56 5 4 5 3 5 5 5 5 37 
57 5 4 5 4 5 4 5 5 37 
58 5 3 5 3 5 5 5 5 36 
59 5 5 5 4 4 4 5 4 36 
60 2 4 5 3 4 4 5 5 32 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
62 5 4 5 4 4 4 5 3 34 
63 5 4 5 4 4 4 3 3 32 
64 5 3 5 5 3 5 5 1 32 
65 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
66 4 3 5 2 5 2 5 5 31 
67 2 3 5 3 3 5 5 5 31 
68 5 4 5 3 4 4 5 5 35 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
70 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 40 






73 5 3 5 2 4 3 5 1 28 
74 5 1 5 2 3 5 5 1 27 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
76 5 3 5 3 5 4 4 3 32 
77 5 1 5 2 3 3 5 1 25 
78 4 3 5 3 4 5 5 4 33 
79 5 2 5 2 3 3 5 1 26 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
81 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
82 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
83 5 4 4 4 4 4 5 4 34 
84 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
87 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
89 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
94 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
95 4 4 4 3 3 4 5 2 29 

















Rekap Data Variabel Sanksi Pajak 
 
Responden 
Sanksi Pajak (X5) 
Jumlah 
X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 X5.8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 3 3 2 4 3 4 3 2 24 
3 4 4 4 5 2 4 1 1 25 
4 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
5 4 5 5 5 4 4 4 5 36 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
7 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
9 4 4 4 5 2 4 1 1 25 
10 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
11 4 4 5 5 4 4 3 4 33 
12 4 4 5 5 3 3 2 4 30 
13 4 4 5 2 3 2 2 4 26 
14 4 4 4 5 2 4 1 1 25 
15 4 4 5 3 3 3 3 4 29 
16 4 4 5 4 3 3 4 4 31 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 3 3 3 4 3 3 3 4 26 
19 4 4 4 5 2 4 1 1 25 
20 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
21 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
22 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
23 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
25 4 5 4 5 4 4 4 5 35 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
27 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
28 4 3 2 4 3 5 4 4 29 
29 4 4 5 5 4 4 3 4 33 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
31 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
32 3 4 4 3 3 3 4 4 28 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
34 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
35 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
36 4 5 5 4 4 5 5 5 37 
37 4 4 4 4 4 3 4 4 31 






39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40 4 5 5 5 4 3 5 4 35 
41 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
42 3 3 3 4 3 3 4 4 27 
43 3 4 3 4 2 4 4 4 28 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
46 4 4 4 3 3 2 3 2 25 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 4 4 3 4 3 5 3 3 29 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
50 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
51 4 3 2 4 3 5 4 4 29 
52 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
53 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 5 5 5 5 2 1 2 3 28 
56 5 5 5 5 1 1 5 5 32 
57 5 5 4 5 4 4 5 5 37 
58 5 5 5 5 1 1 5 5 32 
59 5 5 3 5 2 1 5 5 31 
60 5 2 3 5 2 1 5 5 28 
61 4 5 5 4 4 4 4 5 35 
62 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
63 3 5 5 5 4 3 4 4 33 
64 1 5 5 5 1 1 3 3 24 
65 1 3 3 4 1 1 3 3 19 
66 3 1 3 5 1 1 5 5 24 
67 4 4 4 5 4 2 5 5 33 
68 5 5 4 5 3 3 5 5 35 
69 2 5 5 5 4 1 5 5 32 
70 5 5 5 5 5 1 5 5 36 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
73 4 5 5 4 2 5 4 4 33 
74 1 1 2 4 1 1 5 5 20 
75 2 2 5 5 2 1 5 5 27 
76 3 4 5 5 1 1 3 3 25 
77 1 5 5 5 4 3 5 5 33 
78 5 5 4 5 3 3 5 4 34 
79 2 3 4 5 1 1 5 5 26 
80 2 2 4 2 2 2 2 2 18 
81 3 4 5 4 4 2 3 4 29 






83 4 4 3 5 3 5 4 5 33 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
88 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
89 4 5 4 4 4 3 2 4 30 
90 2 2 2 4 2 2 4 4 22 
91 2 2 4 4 3 5 4 4 28 
92 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
93 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
95 3 3 3 4 2 3 4 3 25 























Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Responden 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Jumlah 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
1 5 5 5 5 4 5 4 4 4 41 
2 4 2 4 4 2 3 4 3 3 29 
3 5 5 3 5 1 5 4 3 4 35 
4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 40 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 
6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
8 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 
9 5 5 3 5 2 5 4 3 4 36 
10 4 4 3 4 1 4 4 4 4 32 
11 4 4 3 4 2 4 4 4 4 33 
12 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 
13 5 5 3 4 3 4 4 4 4 36 
14 5 5 3 5 4 5 3 3 5 38 
15 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 
16 4 5 4 4 5 4 5 5 4 40 
17 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 
18 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
19 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39 
20 5 5 5 5 4 3 4 4 5 40 
21 5 5 5 5 4 3 4 4 5 40 
22 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
24 5 5 5 5 1 1 4 4 4 34 
25 5 5 5 5 4 5 5 4 4 42 
26 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 
27 5 4 4 4 3 2 4 4 4 34 
28 4 5 4 5 3 4 4 4 3 36 
29 5 5 5 5 4 3 4 5 5 41 
30 4 4 4 4 5 1 4 4 4 34 
31 4 4 4 4 2 2 3 4 4 31 
32 5 5 4 4 3 4 4 4 3 36 






34 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
36 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 
37 4 4 5 5 2 2 4 4 4 34 
38 4 4 3 5 5 5 4 5 4 39 
39 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
40 5 4 4 5 5 5 4 4 5 41 
41 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 
42 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 
43 4 2 5 5 5 5 5 5 4 40 
44 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
45 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
46 5 5 5 5 1 3 4 4 4 36 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
48 4 4 5 4 3 2 4 4 4 34 
49 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
51 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 
52 2 4 4 4 3 4 2 2 2 27 
53 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
54 4 2 4 4 2 4 4 4 4 32 
55 5 5 5 5 4 5 3 5 3 40 
56 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 
57 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 3 42 
59 4 5 4 5 3 5 4 4 4 38 
60 4 5 5 5 5 5 3 4 3 39 
61 5 2 2 5 4 4 4 5 4 35 
62 5 4 3 4 2 4 4 4 3 33 
63 5 5 3 5 3 3 4 5 1 34 
64 3 2 3 4 4 2 4 5 1 28 
65 5 5 4 5 4 5 3 5 1 37 
66 3 5 3 5 4 5 2 5 2 34 
67 5 5 3 5 5 5 4 5 3 40 
68 4 5 4 5 3 5 4 5 3 38 
69 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 
70 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 






73 4 4 2 4 3 3 4 4 3 31 
74 1 1 1 4 3 4 2 4 1 21 
75 5 4 4 4 5 5 4 5 4 40 
76 4 4 3 4 2 4 2 4 1 28 
77 3 2 2 3 5 4 3 5 1 28 
78 5 4 4 5 3 5 3 4 4 37 
79 3 5 5 4 4 5 3 4 1 34 
80 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 
81 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 
82 5 5 4 4 4 2 4 4 4 36 
83 4 5 5 5 2 5 5 4 3 38 
84 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 
85 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
86 5 5 5 5 1 5 5 5 5 41 
87 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
88 4 4 4 5 5 4 4 5 4 39 
89 4 4 4 5 4 1 3 4 4 33 
90 2 2 2 4 4 4 4 4 4 30 
91 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 
92 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
93 4 4 3 5 5 4 5 4 5 39 
94 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 
95 4 4 3 4 1 3 4 4 4 31 








































































































































The Level of Significance 
N 
The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 











Distribusi Nilai t Tabel 
d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 
1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 





































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
 
 
